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ABSTRAK

Sektor pertanian masih banyak permasalahan yang di hadapi
petani, salah satunya adalah susahnya untuk mendapatkan modal usaha
dalam mengembangkan usaha pertaniannya. Dalam menyiasati hal
tersebut Bank BTPN Syari’ah hadir dengan mengusung istilah MMS
(Mobile Marketing Syari’ah) yang digunakan untuk menjalankan
bisnisnya di berbagai kecamatan. Salah satu upaya untuk memberikan
pembiayaan kepada petani yaitu melalui produk pembiayaan syari’ah
kelompok dengan menggunakan akad wakalah wal murabahah. Dalam
pelaksanaannya bank akan mewakilkan kepada nasabah untuk membeli
sendiri barang yang dibutuhkan.

Pada penelitian ini terdapat dua permasalahan yaitu, bagaimana
implementasi akad wakalah wal murabahah pada pembiayaan pertanian
padi di Bank BTPN Syari’ah MMS Cikedung, dan bagaimana akad
wakalah wal murabahah pada pembiayaan pertanian padi di Bank BTPN
Syari’ah MMS Cikedung ditinjau dari aspek hukum ekonomi syari’ah.
Kemudian jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
penelitian empiris. Teknik pengumpulan data berasal dari observasi,
wawancara, dan dokumentasi, kemudian analisis data menggunakan
analisis kualitatif induktif.

Penelitian ini menyimpulkan, pertama, implementasi akad
wakalah wal murabahah pada pembiayaan pertanian padi di Bank BTPN
Syari’ah MMS Cikedung dilakukan dengan beberapa proses di antaranya
yaitu: Mini Meeting, Projection Meeting, survei, proses analisis,
Pelatihan dasar keanggotaan, akad dan pencarairan, dan membayar
angsuran. Kedua, akad wakalah wal murabahah pada pembiayaan
pertanian padi di Bank BTPN Syari’ah MMS Cikedung ditinjau dari
aspek hukum ekonomi syari’ah. Praktik ini belum sepenuhnya sesuai
dengan hukum ekonomi syariah karena tidak memenubhi salah satu syarat
dalam akad murabahah, yaitu barang yang dijual belum dimiliki oleh
bank sebagai penjual. Akad wakalah dalam hal ini sebenarnya sah karena
sudah memenuhi syarat sesuai Fatwa DSN MUI No. 10 Tahun 2000.
Namun, berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 04 Tahun 2000 tentang
murabahah dan Perma No. 2 Tahun 2008 tentang KHES, pelaksanaan dua
akad (wakalah dan murabahah) secara bersamaan tidak diperbolehkan.
Seharusnya dilakukan secara terpisah agar tidak terjadi praktik bai’ al-
ma dum, yaitu menjual barang yang belum dimiliki.

Kata Kunci: wakalah wal murabahah, Hukum Ekonomi Syari’ah
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ABSTRACT

The agricultural sector still has many problems faced by farmers,
one of which is the difficulty in obtaining business capital in developing
their agricultural businesses. In order to overcome this, Bank BTPN
Syari’ah is present by carrying the term MMS (Mobile Marketing
Syari’ah) which is used to run its business in various sub-districts. One
effort to provide financing to farmers is through group sharia financing
products using the wakalah wal murabahah contract. In its
implementation, the bank will represent customers to buy the goods they
need themselves.

This study has two issues: first, how the implementation of the
wakalah wal murabahah contract in agricultural financing for rice at Bank
BTPN Syari’ah MMS Cikedung works, and second, how the wakalah wal
murabahah contract in agricultural financing for rice at Bank BTPN
Syari’ah MMS Cikedung is viewed from the perspective of Sharia
economic law. Furthermore, the type of research used in this study is
empirical research. Data collection techniques include observation,
interviews, and documentation, and then data analysis employs inductive
qualitative analysis.

This research concludes, first, that the implementation of the
wakalah wal murabahah contract for rice agriculture financing at Bank
BTPN Syari'ah MMS Cikedung is carried out through several processes
including: Mini Meeting, Projection Meeting, surveys, analysis process,
basic membership training, contract and disbursement, and paying
installments. Second, the wakalah wal murabahah contract for rice
agriculture financing at Bank BTPN Syari'ah MMS Cikedung is reviewed
from the perspective of syariah economic law. This practice is not yet
fully in accordance with syariah economic law because it does not fulfill
one of the requirements in the murabahah contract, namely that the item
being sold has not yet been owned by the bank as the seller. The wakalah
contract in this case is actually valid because it meets the requirements
according to Fatwa DSN MUI No. 10 of 2000. However, based on Fatwa
DSN MUI No. 04 of 2000 regarding murabahah and Perma No. 2 of 2008
regarding KHES, the implementation of the two contracts (wakalah and
murabahah) simultaneously is not permitted. It should be done separately
to avoid the practice of bai' al-ma'dum, which is selling goods that have
not been owned yet.

Keywords: wakalah wal murabahah, Islamic Economic Law
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris di mana sebagian besar
penduduknya bekerja di sektor pertanian, karena berlatar belakang
negara agraris sektor pertanian ini memainkan peran yang penting
bagi pertumbuhan ekonomi negara. Sektor pertanian juga selain dapat
mengembangkan ekonomi para petani juga dapat mengembangkan
bidang-bidang yang lain seperti pada bidang sosial, budaya serta
lingkungan melalui perbaikan dan pertumbuhan. Selain berkontribusi
pada bidang tersebut sektor pertanian juga ikut berkontribusi terhadap
produk domestik bruto (PDB).*

Sektor pertanian terus mendapatkan keunggulan komparatif
tentu hal tersebut sangat baik dalam persaingan global. Namun masih
banyak sekali kendala yang membuat para petani ini tidak kunjung
berkembang. Pertama para petani kurang berminat untuk mempelajari
ilmu penanaman selain padi, jadi sebagian besar para petani tidak
ingin menanam tumbuhan selain padi, yang kedua tentu ini yang
menjadi permasalahan utama yaitu terbatasnya modal atau dana
karena modal ini merupakan unsur yang bisa mengembangkan hasil
produksi para petani.?

Permasalahan utama yang di hadapi para petani adalah
susahnya untuk mendapatkan modal (biaya) dalam menjalankan dan
mengembangkan pertaniannya. Oleh karena itu diharapkan dengan
dipermudahnya permodalan di sektor pertanian bisa mendorong
berkembangnya pertanian di Indonesia. karena sekarang ini
keterbatasan permodalan untuk mengembangkan bisnis pertanian
adalah salah satu masalah utama yang dihadapi sektor pertanian.
Kebutuhan akan modal diperkirakan akan meningkat seiring dengan
harga produk pertanian. Problem petani adalah mereka tidak dapat
mendanai usaha tani mereka dengan uang mereka sendiri. Dalam
situasi seperti ini, lembaga keuangan swasta seharusnya memainkan

! Qurrotul Aidah and Yuli Dwi Yusrani Anughrah, “Pembiayaan Bank Syari’ah
Dalam Sektor Pertanian”’, Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Syari’ah, vol. 2, No. 1, 2021,
27-28.

2 Balgis Rizki Permata, “Analisis Penerapan Pembiayaan Syari’ah Dan Potensi
Pada Sektor Pertanian Di Desa Kaduwulung”, Proceedings Uin Sunan Gunung Djati
Bandung, vol. 1, no. 78, 2021, 36.
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peran yang signifikan. Namun, mengingat pemerintah harus
membiayai sektor lainnya, terlalu bergantung pada pemerintah untuk
membiayainya sangat berbahaya.’

Dalam upaya untuk menyiasati kendala permodalan dalam
sektor pertanian ini perbankan tentu mempunyai banyak produk-
produk pembiayaan, akan tetapi tentu yang tidak membebani para
petani, oleh karena itu Bank syari’ah hadir dengan konsep bebas riba,
dalam pembiayaan pertanian ini perbankan syari’ah khususnya Bank
BTPN syari’ah mengusung istilah MMS atau (Mobile Marketing
Syari’ah) yang di gunakan untuk menjalankan bisnisnya berupa
wisma sebagai perwakilan di kecamatan yang pusatnya itu ada di
daerah-daerah yang berpotensi untuk memperkuat antara keduanya.
Salah satu produk usaha mikro PT BTPN Syari’ah adalah pembiayaan
murabahah untuk pembiayaan wanita produktif berpenghasilan
rendah. Selain itu, BTPN Syari’ah membantu usaha perempuan desa
untuk berkembang melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas agar
bisa berkembang. Pembiayaan murabahah pada Bank BTPN syari’ah,
menggunakan akad wakalah wal murabahah. Programnya mencakup
pembiayaan, asuransi jiwa, tabungan wadiah, dan pembiayaan untuk
suami nasabah yang meninggal dunia.*

Bank BTPN syari’ah tentu mengikuti prinsip-prinsip syari’ah di
dalamnya, hukum ekonomi syari’ah merupakan suatu cabang hukum
Islam yang berfokus pada penerapan dan peraturan yang sesuai
dengan prinsip-prinsip syari’ah dalam bidang ekonomi. Dalam
ekonomi syari’ah sendiri tidak hanya menawarkan alternatif terhadap
sistem ekonomi konvensional, akan tetapi juga memberikan cara
beretika dan adil dalam mengelola kekayaan.” Dalam pembiayaan
pertanian di Bank BTPN syari’ah akad yang di pakai yaitu akad
wakalah wal murabahah, di mana wakalah memiliki arti seseorang
melimpahkan urusannya kepada orang lain, dalam hal ini yaitu LKS
(Lembaga Keuangan Syari’ah) melimpahkan urusannya kepada

3 Nur Hesthria, “Peran Pembiayaan Syari’ah Dalam Menghindari Sistem Ijon Di
Sektor Pertanian Indonesia”, IEB: Journal of Islamic Economics and Business, vol. 2, no.
2,2023, 61-62.

4 Irma Berliana Chandra Dewi, “Implementasi Pembiayaan Murabahah Pada
BTPN Syari’ah Untuk Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Nasabah
Perempuan”, Management Studies and Entrepreneurship Journal, vol. 4, no. 5, 2023,
6935.

5 Khurun’in Zahro, “Hukum Ekonomi Syari’ah”, (Sumatera Utara: Az-Zahra

Media Society, 2024), 1-2.



nasabah,® sedangkan untuk pengertian murabahah sendiri yaitu
sebuah transaksi jual beli dengan harga asal atau harga asli
ditambahkan dengan keuntungan yang telah di sepakati.” Murabahah
sendiri merupakan suatu pembiayaan yang di perbolehkan oleh ulama
tentu harus memenuhi syarat-syarat tertentu, apabila tidak memenuhi
syarat-syarat tersebut maka hal tersebut akan menimbulkan cacat
menurut syari’ah. Dalam hal ini pembiayaan murarabah mempunyai
ciri atau karakteristiknya sendiri, oleh karena itu agar pembiayaan
murarabah ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan syari’ah maka
Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan
fatwa No.04/DSN/MUI/IV/2000 tentang murabahah.®

Di dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008
tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) dalam bagian
ketujuh tentang jual beli murabahah di pasal 119 di sebutkan bahwa
“Apabila penjual hendak mewakilkan kepada pembeli untuk membeli
barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan
setelah barang secara prinsip sudah menjadi milik penjual”.® Di
sebutkan juga dalam Fatwa DSN-MUI No.04/DSN/MUI/IV/2000
tentang Murabahah pada nomor 9 menyebutkan “Jika Bank hendak
mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga,
akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara
prinsip, menjadi milik Bank”.*°

Berdasarkan adanya Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun
2008 dan Fatwa DSN-MUI No.04/DSN/MUI/IV/2000 Tentang
Murabahah, menjadi sebuah dasar dalam pengimplementasian dari
akad wakalah wal murabahah. Sehingga, aturan-aturan dan batasan
yang terdapat dalam aturan tersebut harus diikuti dan dijalankan sesuai
aturan yang tertulis pada peraturan tersebut. maka, kedua pihak baik

6 Hilmiatus Asahla, dkk, “Implementasi Akad Wakalah Di Lembaga Keuangan
Syari’ah”, Jurnal Ekonomi Syari’ah Pelita Bangsa, vol. 08, no. 02,2023, 232.

7 Agus Salim Harahap, “Risiko Operasional Pembiayaan Murabahah Perbankan
Syari’ah”, Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS), vol, 1, no. 1,
2020, 561-563.

8 Rasyid Rizani, “Penerapan Prinsip Syari’ah Dalam Produk Perbankan
Syari’ah”, Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory
(DUEL), vol. 2, no. 1, 2024, 123-125.

9 PERMA, “Peraturan Mahkamah Agung No: 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi
Hukum Ekonomi Syari’ah”, 2008, 40-41.

10 DSN MUI, “Fatwa Dewan Syari’ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No:
04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah”, Himpunan Fatwa DSN MUI, 2000, 1- 4.



Bank dan nasabah harus bisa menepati janjinya sekaligus
kewajibannya tanpa melenceng dari aturan tersebut.

Dapat dipahami bahwa dalam KHES dan Fatwa DSN MUI,
apabila LKS (Lembaga Keuangan Syari’ah) selaku penjual
menyerahkan pembelian barang kepada nasabah selaku pembeli untuk
membeli barang kepada pihak ketiga maka barang tersebut harus sah
secara prinsip menjadi milik LKS (penjual) terlebih dahulu, maka
akad wakalah harus di lakukan terlebih dahulu barulah setelah barang
tersebut sudah di beli oleh nasabah dari pihak ketiga, maka barulah
melaksanakan akad murabahah karena barang secara prinsip sudah
menjadi milik LKS. Namun, pada implementasinya yang terjadi di
Bank BTPN syari’ah MMS Cikedung dalam pembiayaan pertanian
dengan menggunakan akad wakalah wal murabahah ini di lakukan
secara bersamaan tanpa menunggu barang tersebut selesai di beli,
tentu hal ini bertentangan dengan KHES dan Fatwa DSN-MUI
No.04/DSN/MUI/IV/2000 karena barang yang di perjual belikan itu
belum sah secara prinsip menjadi milik LKS atau Bank BTPN
Syari’ah.

Berdasarkan uraian di atas peneliti menarik untuk melakukan
penelitian mengenai “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap
Akad Wakalah Wal Murabahah Pada Pembiayaan Pertanian Padi
(Studi Kasus Bank BTPN Syari’ah Kabupaten MMS Cikedung)”.

. Rumusan Masalah

Penelitian ini memuat dua permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana implementasi akad wakalah wal murabahah pada
pembiayaan pertanian padi di Bank BTPN Syari’ah MMS
Cikedung?

2. Bagaimana akad wakalah wal murabahah pada pembiayaan
pertanian padi di Bank BTPN Syari’ah MMS Cikedung ditinjau
dari aspek hukum ekonomi syari’ah?

. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas maka, tujuan dalam

skripsi ini adalah:
1. Untuk mengetahui implementasi akad wakalah wal murabahah
pada pembiayaan pertanian padi di Bank BTPN Syari’ah MMS

Cikedung.



2. Untuk mengetahui bagaimana akad wakalah wal murabahah pada
pembiayaan pertanian padi di Bank BTPN Syari’ah MMS
Cikedung ditinjau dari aspek hukum ekonomi syari’ah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemikiran
peneliti tentang teori-teori yang telah di pelajari selama kuliah dan
untuk mengembangkan ilmu pada umumnya, khususnya pada
bidang Hukum Ekonomi Syari’ah tentang implementasi akad
wakalah wal murabahah pada pembiayaan pertanian padi di Bank
BTPN Syari’ah MMS Cikedung di tinjau dalam perspektif hukum
ekonomi syari’ah.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan
keilmuan pada Masyarakat dalam bidang Hukum Ekonomi
Syari’ah khususnya dalam bidang perbankan serta mendapatkan
penjelasan yang detail terkait dengan akad wakalah wal murabah
pada pembiayaan pertanian padi dalam perspektif Hukum ekonomi
syari’ah.

2. Manfaat praktis
Diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan bagi
masyarakat dalam memberikan pengetahuan terhadap penerapan
akad wakalah wal murabahah pada pembiayaan pertanian padi
di Bank BTPN Syari’ah MMS Cikedung agar Masyarakat dapat
memahami dengan seksama dan bisa terhindar dari hal-hal yang
tidak di inginkan serta sesuai dengan syariat Islam.

E. Telaah Pustaka
Penelitian sebelumnya sangat penting untuk menemukan
apa yang berbeda dan apa yang sama dengan penelitian
sebelumnya, sehingga etika ilmiah yang bertujuan untuk
membuat informasi yang diteliti jelas dan memastikan bahwa itu
orisinal. Penelitian sebelumnya juga berguna sebagai referensi
dan pijakan pemetaan untuk penelitian ini.



Hasil pencarian penelitian-penelitian sebelumnya yang
menunjukkan bahwa tema akad wakalah wal murabahah
terdapat beberapa skripsi yang telah membahasnya, namun
penelitian yang peneliti lakukan sekarang berbeda fokus
kajiannya dengan peneliti sebelumnya. Untuk lebih
memahaminya, berikut adalah beberapa skripsi yang berbicara
tentang tema yang dibahas peneliti:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Afila Ilro’atun
Khasanah mahasiswi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
Jakarta pada tahun 2021 dalam skripsinya yang berjudul “Mekanisme
Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Produk Pembiayaan Modal
Usaha (Studi Kasus Pada KSP Mitra Dhuafa Jakarta)”. Skripsi ini
membahas mengenai mekanisme produk pembiayaan modal usaha di
Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) dan kesesuaian mekanisme akad
murabahah bil wakalah pada produk pembiayaan modal usaha di
Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) ditinjau dari Fatwa DSN-MUI
No. 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, Peraturan Bank
Indonesia (PBI) Nomor: 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan
dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha
Berdasarkan Prinsip Syari’ah, dan Kompilasi Hukum Ekonomi
Syari’ah (KHES). Adapun Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa
akad murabahah pada praktik akad murabahah bil wakalah ini secara
umum telah sesuai dengan ketentuan Syari’ah dan regulasi-regulasi
yang ada. Permasalahan muncul pada praktik akad wakalah yang
membarengi akad murabahah, dan ini belum sesuai apabila dilihat
dari ketentuan umum murabahah pertama, angka 9 Fatwa DSN-MUI
No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, Pasal 9 ayat (1) huruf
d Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 7/46/PB1/2005 tentang
Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang
Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syari’ah dan
Pasal 119 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah.**

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti
terkait dengan akad wakalah wal murabahah atau murabahah bil
wakalah. Adapun perbedaannya dalam penelitian ini adalah terletak
pada objeknya, objek penelitian yang peneliti teliti yakni pada objek
pembiayaan pertanian padi, sedangkan objek yang diteliti oleh Afila

1 Afila llro’atun Khasanah, “Mekanisme Akad Murabahah Bil Wakalah Pada
Produk Pembiayaan Modal Usaha (Studi Kasus Pada Ksp Mitra Dhuafa Jakarta)”,
Skripsi (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).



llro’atun Khasanah yakni pembiayaan modal usaha, serta peneliti
yang peneliti teliti berlokasi di Bank BTPN Syari’ah Kabupaten MMS
Cikedung, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Afila Ilro’atun
Khasanah berlokasi di KSP Mitra Dhuafa Jakarta.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Desmi Satriana
mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Batusangkar pada tahun 2021
dalam skripsinya yang Dberjudul “Pelaksanaan Pembiayaan
Murabahah Bil Wakalah Pada Bank Syari’ah Mandiri KCP
Bukittinggi”. Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan
pembiayaan murabahah bil wakalah pada Bank Syari’ah Mandiri
KCP Bukittinggi di tinjau dari Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-
MUI/IV/2000 serta keunggulan dan kelemahan pelaksanaan
pembiayaan murabahah bil wakalah pada Bank Syari’ah Mandiri
KCP Bukitinggi. Adapun hasil penelitiannya bahwa pada pelaksanaan
pembiayaan murabahah bil wakalah pada Bank Syari’ah Mandiri
KCP Bukittinggi sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor.
04/DSN-MUI/IV/2000 akan tetapi, terdapat beberapa kelemahan
yaitu: Bank Syari’ah Mandiri KCP Bukittinggi melakukan akad
wakalah setelah akad murabahah serta pihak Bank Syari’ah Mandiri
KCP Bukittinggi tidak meminta kwitansi pembelian barang atau jasa
kepada nasabah dan nasabah juga tidak memberikan kepada pihak
Bank Syari’ah Mandiri KCP Bukittinggi hal ini belum sesuai dengan
Fatwa DSN-MUI Nomor. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah.
Keunggulan dan kelemahan dalam pembiayaan murabahah bil
wakalah keunggulan pembiayaan murabahah proses transaksinya
cepat, akurat dan terpercaya nasabah mudah mendapatkan pencairan
dana dalam pembiayaan murabahah. Sementara kelemahan praktek
wakalah pada produk pembiayaan murabahah pada Bank Syari’ah
Mandiri KCP Bukittinggi masih banyak nasabah yang tidak paham
dengan produk-produk pembiayaan dan tidak peduli hal tersebut.
Bahkan ada yang berprinsip yang penting mendapatkan pembiayaan,
dan kurang terbukanya nasabah tentang kondisi riil usaha yang akan
dibiayai Bank Syari’ah Mandiri KCP Bukittinggi. Di mana seharusnya
adanya keterbukaan nasabah kepada pihak Bank Syari’ah Mandiri
KCP Bukittinggi dan Bank Syari’ah Mandiri KCP Bukittinggi juga
memberikan informasi dan menjelaskan kepada nasabah terkait apa
saja produk-produk pembiayaan.'?

2 Desmi Satrian, “Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Pada Bank
Syari’ah Mandiri Kcp Bukittinggi”, Skripsi (IAIN Batusangkar, 2021).



Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti
terkait dengan akad wakalah wal murabahah atau murabahah bil
wakalah. Adapun perbedaannya penelitian yang dilakukan oleh Desmi
Satriana berfokus pada pelaksanaan akad murabahah bil wakalah dan
kelemahan serta keunggulan pembiayaan murabahah bil wakalah,
sedangkan peneliti yang peneliti teliti berfokus pada pelaksanaan akad
wakalah wal murabahah pada pembiayaan pertanian padi dan
kesesuaian pelaksanaannya ditinjau dari hukum ekonomi syari’ah,
serta lokasi yang peneliti teliti di Bank BTPN Syari’ah Kabupaten
MMS Cikedung sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Desmi
Satriana di Bank KCP Mandiri Bukittinggi.

Ketiga, peneliti yang dilakukan oleh Erin Al Khoeriyah
mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Metro pada tahun 2020 dalam
skripsinya yang berjudul “Implementasi Akad Murabahah Bil
Wakalah Pada Pembiayaan KPR BRISyari’ah IB (Studi Kasus
BRISyari’ah KC Bandar Lampung Kedaton)”. Skripsi ini membahas
mengenai akad murabahah bil wakalah pada pembiayaan KPR
BRISyari’ah 1B di BRISyari’ah KC Bandar Lampung Kedaton.
Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa akad murabahah bil
wakalah pada pembiayaan KPR BRISyari’ah iB kurang sesuai dengan
teori yang ada, seperti halnya dalam Fatwa Dewan Syari’ah Nasional
No. 04/DSN-MUI/IV/2000, Murabahah Bil Wakalah yaitu jika Bank
mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga,
maka akad jual beli harus dilakukan setelah barang tersebut secara
prinsip menjadi milik Bank. Oleh karena itu, terjadi akad wakalah
terlebih dulu sebelum akad murabahah karena akad wakalah akan
berakhir pada saat nasabah menyerahkan barang yang telah dibeli
kepada pihak Bank, kemudian setelah barang diterima oleh pihak
Bank maka terjadi akad murabahah. Akad murabahah bil wakalah
pada pembiayaan KPR BRISyari’ah IB di mana Bank mewakilkan
pembeliannya kepada nasabah, namun rumah yang diperjual belikan
yang seharusnya secara prinsip menjadi milik Bank terlebih dahulu
tetapi di sini langsung terjadi akad murabahah sebelum rumah
tersebut secara prinsip menjadi milik Bank. Dan pada saat akad
dilakukan, akad wakalah dan akad murabahah dilakukan dalam satu
waktu di hari yang sama.™

18 Erin AL Khoeriyah, “Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah Pada
Pembiayaan Kpr Brisyari’ah Ib (Studi Kasus Brisyari’ah Kc Bandar Lampung
Kedaton)”, Skripsi (IAIN Metro, 2020).



Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti
terkait dengan akad wakalah wal murabahah atau murabahah bil
wakalah. Adapun perbedaannya yakni peneliti yang dilakukan oleh
Erin Al Khoeriyah berfokus pada pembiayaan KPR dengan
menggunakan pembiayaan akad murabhah bil wakalah sedangkan
penelitian yang peneliti teliti berfokus pada pembiayaan pertanian
padi serta implementasinya ditinjau dari hukum ekonomi syari’ah,
serta peneliti yang peneliti teliti berlokasi di Bank BTPN Syari’ah
Kabupaten MMS Cikedung, sedangkan penelitian yang dilakukan
oleh Erin Al Khoeriyah berlokasi di BRI KC Bandar Lampung,.

Keempat, peneliti yang dilakukan oleh Ade Putra Jaya
mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makasar pada tahun 2024
dalam skripsinya yang berjudul “Penerapan Murabahah bil Wakalah
Pada Pembiayaan Di Permodalan Nasional Madani Mekaar Syari’ah
Cabang Gelesong Kabupaten Takalar”. Skripsi ini membahas
mengenai kesesuaian penerapan akad murabahah dan wakalah dalam
sistem Pembiayaan pada PNM Mekaar Syari’ah Cabang Galesong
Kabupaten Takalar dan kesesuaiannya dengan Ketentuan (DSN-MUI)
Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah Bil Wakalah.
Adapun hasil penelitiannya bahwa Penerapan akad murabahah bil
wakalah yang terdapat di PNM Mekaar Syari’ah Cabang Galesong
sudah baik yang dilakukan dengan tujuan mengajak masyarakat
melakukan transaksi menggunakan prinsip syari’ah. Namun transaksi
akad murabahah bil wakalah yang dijalankan belum sepenuhnya
100% sesuai dengan ketentuan Fatwa Nomor 04/DSN- MUI/IV/2000
tentang murabahah. terdapat beberapa akad yang belum sesuai dengan
Fatwa ialah PNM menjual barang yang belum dimiliki. Ketika
nasabah mengajukan pembelian suatu barang kepada PNM maka pada
saat itu juga PNM langsung memproses transaksi murabahah dengan
nasabah, bersadarkan Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang
murabahah bahwa “ Bank membeli barang yang diperlukan nasabah
atas nama Bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba”.**

Persamaan Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama
meneliti terkait dengan akad wakalah wal murabahah atau
murabahah bil wakalah. Adapun perbedaannya yakni penelitian yang
dilakukan oleh Ade Putra Jaya berfokus pada kesesuaian akad

14 Ade Putra Jaya, “Penerapan Murabahah bil Wakalah Pada Pembiayaan Di
Permodalan Nasional Madani Mekaar Syari’ah Cabang Gelesong Kabupaten Takalar”,
Skripsi (Universitas Muhammadiyah Makasar, 2024).



10

murabahah dan wakalah sistem Pembiayaan pada PNM Mekaar
Syari’ah Cabang Galesong Kabupaten Takalar serta kesesuaiannya
terhadap fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang
Murabahah. Sedangkan penelitian yang peneliti teliti berfokus pada
implementasi akad wakalah wal murabahah pada pembiayaan
pertanian padi di Bank BTPN Syari’ah Kabupaten MMS Cikedung
serta kesesuaian implementasinya ditinjau dari hukum ekonomi
syari’ah, serta lokasi penelitiannya juga berbeda penelitian yang
dilakukan oleh Ade Putra Jaya berlokasi di PNM Mekaar Syari’ah
Cabang Galesong Kabupaten Takalar sedangkan lokasi penelitian
peneliti adalah berlokasi di Bank BTPN Syari’ah Kabupaten MMS
Cikedung,.

Kelima, peneliti yang dilakukan oleh Nurindah mahasiswi
Universitas Islam Negeri Alauudin Makasar pada tahun 2022 dalam
skripsinya yang berjudul “Sosialisasi Produk Akad Murabahah Bil
Wakalah Dalam Meningkatkan Pemahaman Nasabah Bank Syari’ah
Indonesia Kcp Makasar Panakukkang”. Skripsi ini membahas tentang
bagaimana sosialisasi produk akad murabahah bil wakalah dalam
meningkatkan pemahaman nasabah dan hambatan sosialisasi produk
akad murabahah bil wakalah dalam meningkatkan pemahaman
nasabah Bank Syari’ah Indonesia KCP Makassar Panakukkang.
Adapun hasil penelitiannya adalah bahwa Bank Syari’ah Indonesia
KCP Makassar Panakukkang menggunakan tiga metode dalam
sosialisasi produk akad murabahah bil wakalah di antaranya:
Advertensi, Publisitas dan Personal selling. Dari ketiga metode
tersebut Personal Selling adalah metode yang paling sering digunakan
dalam sosialisasi produk akad murabahah bil wakalah pada Bank
syari’ah dengan melakukan kunjungan ke instansi atau langsung
kepada nasabah yang datang mengajukan pembiayaan pada Bank
syari’ah. Adapun kendala yang di hadapi dalam sosialisasi produk
akad murabahah bil wakalah bukan pada terbatasnya dana dan
fasilitas yang dimiliki oleh Bank Syari’ah Indonesia, melainkan
kurangnya pemahaman nasabah terhadap produk akad Bank syari’ah
dan beranggapan bahwa bertransaksi di Bank konvensional dan
syari’ah sama saja.’®

15 Nurindah, “Sosialisasi Produk Akad Murabahah Bil Wakalah Dalam
Meningkatkan Pemahaman Nasabah Bank Syari’ah Indonesia Kcp Makassar
Panakukkang”, Skripsi (UIN Alauudin Makasar, 2022).
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Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti
terkait dengan akad wakalah wal murabahah atau murabahah bil
wakalah. Adapun perbedaannya yakni penelitian yang dilakukan oleh
Nurindah berfokus pada sosialisasi produk akad murabahah bil
wakalah dalam meningkatkan pemahaman nasabah dan hambatan
sosialisasi produk akad murabahah bil wakalah dalam meningkatkan
pemahaman nasabah Bank Syari’ah Indonesia KCP Makassar
Panakukkang, sedangkan fokus pada penelitian yang peneliti teliti
adalah implentasi akad wakalah wal murabahah pada pembiayaan
pertanian padi di Bank BTPN Syari’ah kabupaten MMS Cikedung
serta kesesuaian implementasinya ditinjau dari hukum ekonomi
syari’ah, serta dari lokasinya juga berbeda lokasi dalam penelitian
yang dilakukan oleh Nuridah berlokasi di Bank Syari’ah Indonesia
KCP Makassar Panakukkang, sedangkan lokasi penelitian yang
peneliti teliti berlokasi di Bank BTPN Syari’ah Kabupaten MMS
Cikedung.

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian dapat diartikan sebagai sebuah teknik
atau metode tertentu yang dapat digunakan untuk meneliti hal tertentu,
hal tersebut karena metode ini yang akan digunakan oleh peneliti
dalam penelitiannya nanti, agar hasil penelitian nantinya bisa
memberikan data-data yang valid serta dapat di gunakan untuk
memecahkan permasalahan tertentu.’® Selain itu, metode penelitian
pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data untuk
tujuan dan kegunaan tertentu. Istilah dari cara ilmiah sendiri memiliki
arti bahwa kegiatan peneliti didasarkan pada ciri-ciri yaitu rasional,
empiris, serta sistematis. Rasional dalam penelitian yaitu penelitian ini
dilakukan dengan cara yang masuk akal bukan hasil dari meditasi.
Empiris yaitu penelitian ini dapat diamati oleh indra manusia sehingga
oleh lain dapat mengetahui cara apa yang di gunakan dalam penelitian
tersebut. Sistematis yaitu proses yang digunakan dalam penelitian ini
menggunakan langkah-langkah yang logis.'’

16 Utari Yolla Sundari, dkk, Metodologi Penelitian (Padang: CV Gita Lentera,
2024), 31.
17 Yudin Citriadin, Metode Penelitian Kualitatif (Mataram: Sanabil, 2020), 4-5.
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1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah menggunakan penelitian
empiris. Penelitian ini menggunakan penelitian empiris karena
merupakan sebuah metode penelitian yang membahas berlakunya
hukum dalam masyarakat atau penelitian yang dilakukan dengan
melihat keadaan yang sebenarnya yang terjadi di masyarakat. yang
tujuannya untuk menemukan fakta-fakta yang dijadikan data
penelitian yang nantinya di analisis agar bisa mengidentifikasi
masalah lalu tujuan akhirnya agar bisa menyelesaikan masalah.

Dalam penelitian empiris data-data penelitian akan
diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama yang
diperoleh melalui penelitian di lapangan, yang nantinya dilakukan
melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian
empiris juga sering disebut sebagai penelitian bekerjanya hukum
dalam masyarakat (law in action).”®

Penelitian ini juga termasuk dalam kategori penelitian
lapangan (field reseach), yang merupakan salah satu metode
penelitian yang mengumpulkan data langsung dari lapangan.'®
Alasan penelitian lapangan diperlukan adalah untuk memberi
kesempatan kepada peneliti agar dapat mengumpulkan informasi
yang sangat relevan dengan situasi yang ada secara langsung. Hal
ini membantu dalam memahami fenomena di dalam konteks yang
sebenarnya dan meminimalkan kemungkinan adanya data yang
terpengaruh atau tidak akurat. Mendapatkan informasi langsung
dari lapangan dengan memilih subjek penelitian dari para nasabah
Bank BTPN Syari’ah MMS Cikedung yang menggunakan akad
wakalah wal murabahah pada pembiayaan pertanian padi, serta
para pegawai dari Bank BTPN Syari’ah MMS Cikedung.

2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian adalah sebuah cara atau metode yang
digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan sebuah data lalu
menganalisisnya agar bisa mencapai tujuan penelitian, tujuan dari

18 Ika Atikah, Metode Penelitian Hukum (Sukabumi: CV Haura Utama, 2022), 62.

19 Ananda Alfikro, “Kontra Reaksi Oditur Militer Sebagai Upaya Hukum Dalam
Penjatuhan Putusan Pidana Dengan Konsep Rechterlijkepardon Untuk Mewujudkan
Keadilan Restoratif (Studi Putusan Pengadilan Militer I1I-10 Semarang No. 19- K/PM II-
10/AD/IV/2023, Putusan Banding Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta No. 87-
K/PMT1I/BDG/AD/VI/2023 dan Putusan Kasasi No. 50-K/Mil/2024), Skripsi (UIN
Walisongo, 2024), 26.
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metode penelitian ini adalah agar bisa mendapatkan jawaban dari
pertanyaan yang telah dibuat oleh peneliti.?

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan pendekatan
Perundang-undangan (Statute Aprroach). Yaitu suatu pendekatan
yang akan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang
menyangkut isu hukum yang sedang ditangani.?

Pendekatan ini diarahkan agar penelitian ini dapat mengkaji
kesesuaian antara norma hukum yang tertuang dalam regulasi
syari’ah, dalam hal ini pada Peraturan Mahkamah Agung No. 2
Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES)
dan Fatwa DSN-MUI No.04/DSN/MUI/IV/2000 tentang
murabahah dengan implementasi akad wakalah wal murabahah
pada pembiayaan pertanian padi di Bank BTPN Syari’ah MMS
Cikedung.

3. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto, subjek dari mana data dapat
diambil dalam penelitian disebut sebagai sumber data. Sementara
itu, Nur Indrianto dan Bambang Supomo menyatakan bahwa
sumber data merupakan elemen krusial yang harus diperhatikan
saat menentukan metode pengumpulan data, selain kategori data
yang telah ditetapkan sebelumnya.?? Dalam penelitian ini
menggunakan dua sumber data yaitu:

a. Sumber Data Primer
Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung
dari sumber pertama.”® Dalam penelitian ini yang menjadi
sumber data primer yaitu hasil wawancara peneliti dengan
pihak internal Bank BTPN Syari’ah Kabupaten MMS Cikedung
dan nasabah dalam pengimpelentasian akad wakalah wal

2 Fatma Sarie, dkk, Metodologi Penelitian (Batam: Yayasan Cendikia Mulia
Mandiri, 2023), 23.

2 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2005), 133.

2 Ananda Alfikro, “Kontra Reaksi Oditur Militer Sebagai Upaya Hukum Dalam
Penjatuhan Putusan Pidana Dengan Konsep Rechterlijkepardon Untuk Mewujudkan
Keadilan Restoratif (Studi Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang No. 19- K/PM II-
10/AD/1V/2023, Putusan Banding Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta No. 87-
K/PMT.1I/BDG/AD/VI/2023 dan Putusan Kasasi No. 50-K/Mil/2024), Skripsi (UIN
Walisongo, 2024), 30-31.

2 Jarot Digdo Ismoyo, Buku Ajar Metodologi Penelitian Hukum Mendapatkan
Kebenaran Berdasarkan Konsep Hukum (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), 57.
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murabahah pada pembiayaan pertanian padi. Yang nantinya
akan didukung oleh hasil dokumentasi dan observasi yang
didapatkan pada saat pengumpulan data.

b. Sumber Data Sekunder
Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh secara
tidak langsung dari lapangan yang berasal dari literatur seperti
buku, artikel, karya ilmiah, dalil, hadist, Peraturan Mahkamah
Agung, fatwa DSN MUI, dan bahan analisis yang berhubungan
dengan penelitian ini.?*

4. Bahan Hukum
Bahan hukum merupakan sumber hukum yang terdapat
peraturan, norma, serta pedoman yang diterapkan di suatu daerah
dan lingkungan masyarakat. Bahan hukum mencakup segala hal
yang bisa dimanfaatkan atau diperlukan untuk menganalisis hukum
yang ada.”® Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer adalah sumber utama yang
diperoleh dari keputusan hukum seperti kasus, undang-undang,
peraturan hukum lainnya, kesepakatan, dan konstitusi. Sumber
ini memiliki dampak signifikan terhadap hasil dari setiap
permasalahan hukum. Bahan hukum primer yang peneliti
gunakan dalam penelitian ini adalah:
1) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008 tentang
Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES)
2) Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN/MUI/IV/2000 tentang
Murabahabh.
3) Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang
Wakalah.

2 Jarot Digdo Ismoyo, Buku Ajar Metodologi Penelitian Hukum Mendapatkan
Kebenaran Berdasarkan Konsep Hukum (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), 58.

% Ananda Alfikro, “Kontra Reaksi Oditur Militer Sebagai Upaya Hukum Dalam
Penjatuhan Putusan Pidana Dengan Konsep Rechterlijkepardon Untuk Mewujudkan
Keadilan Restoratif (Studi Putusan Pengadilan Militer I1I-10 Semarang No. 19- K/PM II-
10/AD/IV/2023, Putusan Banding Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta No. 87-
K/PMT1I/BDG/AD/VI/2023 dan Putusan Kasasi No. 50-K/Mil/2024), Skripsi (UIN
Walisongo, 2024), 32.
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b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber hukum yang
memberikan penjelasan-penjelasan dan mendukung bahan
hukum primer dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini,
yang termasuk ke dalam bahan-bahan hukum sekunder adalah
buku-buku, jurnal, disertasi, tesis, dan berbagai dokumen yang
menjelaskan tentang akad wakalah, akad murabahah, hukum
ekonomi syari’ah yang akan membantu dalam proses penelitian

ini. %

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah tahapan yang sangat krusial dalam
suatu penelitian. Metode pengumpulan data yang tepat akan
menghasilkan data yang memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi,
sementara metode yang salah akan menghasilkan sebaliknya. Oleh
karena itu, tahap ini harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai
dengan prosedur serta karakteristik penelitian kualitatif.?” Dalam
penelitian ini Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Observasi

Sutrisno Hadi menjelaskan bahwa observasi adalah
sebuah proses yang kompleks, yang terdiri dari berbagai proses
biologis dan psikologis. Di antara proses-proses tersebut, dua
yang paling penting adalah pengamatan dan memori atau
ingatan. Dalam metode ini dilaksanakan dengan cara
melakukan pengamatan pada objek penelitian, baik itu secara
langsung maupun secara tidak langsung, untuk mendapatkan
data yang dikumpulkan selama penelitian. Dalam
melaksanakan observasi ada beberapa teknik yang menjadi
pedoman dalam melaksanakan observasi, hal ini bertujuan agar
menjadi aktual dan akurat. Berikut adalah beberapa teknik
dalam observasi:*®

% Tka Atikah, Metode Penelitian Hukum (Sukabumi: CV Haura Utama, 2022), 68-
69.

27 Iryana, Risky Kawasati, “Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif,”
Ekonomi Syari’ah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong vol. 21, 2019,
2.

% Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D (Bandung:
Alfabeta, 2013), 145-146.
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1) Observasi Partisipan, dalam observasi ini peneliti terjun
langsung dan mengamati secara langsung topik
penelitiannya. Contohnya mengikuti akad wakalah wal
murabah pada pembiayaan padi di Bank BTPN Syari’ah
MMS Cikedung sebagai nasabah.

2) Observasi Non Partisipan, dalam observasi ini peneliti tidak
terjun dan hanya sebagai pengamat saja. Contohnya
mengamati serta bertanya secara langsung dengan internal
Bank dan nasabah yang melakukan akad tersebut.

Dalam penelitian ini observasi yang digunakan adalah
Observasi Non Partisipan. Karena observasi Non Partisipan
memungkinkan peneliti untuk mengamati tanpa harus terjun
langsung ke dalam situasi tersebut, hal ini agar bisa menjaga
objektivitas dalam memahami implementasi akad wakalah wal
murabhah pada pembiayaan pertanian padi serta melihat
kesesuaiannya dalam perspektif hukum ekonomi syari’ah.

b. Wawancara
Wawancara digunakan oleh peneliti sebagai teknik
pengumpulan data agar peneliti bisa mengetahui secara
mendalam mengenai hal-hal dari responden, dan jumlah
respondennya pun sedikit.?® Dalam wawancara dapat dilakukan
dengan terstruktur dan tidak terstruktur.

1) Wawancara terstruktur
Dalam wawancara terstruktur peneliti dalam hal ini
sudah mengetahui tantang informasi apa yang nantinya akan
diperoleh. Oleh sebab itu peneliti dalam wawancara
terstruktur ini telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaannya,
sehingga wawancaranya lebih terencana karena pertanyaan-
pertanyaannya sudah disusun.

2) Wawancara tidak terstruktur
Dalam wawancara tidak terstruktur ini peneliti bisa
lebih bebas karena tidak menggunakan pedoman yang sudah
tersusun untuk melakukan wawancara, dan dalam

2 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D (Bandung:
Alfabeta, 2013), 147.
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wawancara ini peneliti tidak mengetahui data apa yang akan
diperoleh nantinya.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan
wawancara terstruktur, agar wawancara dengan responden
itu lebih terencana karena pertanyaan-pertanyaan yang
nantinya diajukan itu sudah disusun oleh peneliti.

Dalam penelitian ini yang dijadikan responden adalah
sebagai berikut:
1) Branch Manager Bank BTPN Syari’ah MMS Cikedung
2) Nasabah Bank BTPN Syari’ah MMS Cikedung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data yang
digunakan dalam menelusuri data historis, dokumen-dokumen
yang menyangkut individu atau kelompok, peristiwa, atau
kejadian dalam konteks sosial yang sangat penting dalam
penelitian kualitatif. Dokumentasi sendiri dilakukan dengan
cara mengumpulkan berbagai data berupa buku-buku, teori,
hukum, atau dalil-dalil yang relevan dengan masalah yang
sedang diteliti.* Dalam penelitian ini dokumentasi yang
dikumpulkan oleh peneliti yaitu akad atau perjanjian dan
pengambilan gambar pada saat wawancara dengan narasumber.

6. Metode Analisis Data

Data yang sudah dikumpulkan oleh peneliti dalam penelitian
ini, langkah selanjutnya melakukan analisis data, yaitu proses
penyederhanaan data agar dapat di baca dan dipahami baik oleh
peneliti maupun orang lain. Peneliti akan menganalisis data
tersebut menggunakan metode kualitatif induktif yaitu merupakan
sebuah metode penelitian yang berfokus pada fakta di lapangan dan
menganalisis data secara induktif. Dalam penelitian kualitatif
induktif, peneliti tidak melakukan penyelidikan tambahan atau di
luar data tersebut untuk membuktikan atau menolak hipotesis yang
telah diajukan sebelumnya. Seiring dengan pengumpulan data dan
menghabiskan waktu dengan subjek penelitian, yang nantinya akan
menentukan arah penelitian. Dengan adanya observasi di lapangan
dan pengumpulan data serta fakta-fakta lainnya kemudian peneliti

%0 Agustini, dkk, Metode Penelitian Kualitatif (Teori & Panduan Praktis Analisis
Data Kualitatif') (Sumatera Utara: PT Mifandi Mandiri Digital, 2023), 103.
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bisa menarik kesimpulan dari pandangan pihak Bank dan nasabah
mengenai pengimplementasian akad wakalah wal murabahah pada
pembiayaan pertanian padi di Bank BTPN Syari’ah MMS
Cikedung.*
Tahapan-tahapan untuk menganalisis data adalah:
a. Pengumpulan Data
Pengumpulan data adalah tahap yang penting dalam
penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk
mengumpulkan data yang diperlukan untuk memenubhi kriteria
yang telah ditetapkan dalam menjawab pertanyaan yang
diajukan dalam penelitian. Peneliti memperoleh data melalui
metode observasi, wawancara, dan pengumpulan dokumen-
dokumen. ¥

b. Reduksi Data

Reduksi data merupakan kegiatan untuk memilah dan
memilih data, dengan memfokuskan diri pada penyederhanaan,
mengabstraksi, dan mengubah data yang dihasilkan dari catatan
lapangan. Proses ini dilakukan secara terus menerus sampai
akhir hingga laporan lengkap tersusun. Yang bertujuan untuk
membuat fokus, memperjelas, mempertegas, dan membuang
hal-hal yang dianggap tidak penting selama pengumpulan data.
Data yang digunakan dalam sebagai dasar dalam penelitian ini
adalah implementasi akad wakalah, akad murabahah pada
sumber hukum, syarat, rukun apakah sudah sesuai dengan
hukum ekonomi syari’ah, dan wawancara peneliti dengan
narasumber terkait dengan penelitian ini.

81 Ananda Alfikro, “Kontra Reaksi Oditur Militer Sebagai Upaya Hukum Dalam
Penjatuhan Putusan Pidana Dengan Konsep Rechterlijkepardon Untuk Mewujudkan
Keadilan Restoratif (Studi Putusan Pengadilan Militer I1I-10 Semarang No. 19- K/PM II-
10/AD/1V/2023, Putusan Banding Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta No. 87-
K/PMT.1I/BDG/AD/VI/2023 dan Putusan Kasasi No. 50-K/Mil/2024), Skripsi (UIN
Walisongo, 2024), 48.

% Laili Fitria Anggraini, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap
Pembiayaan Utang Piutang Dengan Barang Perolehan Hajatan (Studi Kasus Pada Toko
Sembako UD. Aqtifa Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara)”, Skripsi
(UIN Walisongo, 2023), 34.
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c. Penyajian Data

Tahap selanjutnya yaitu penyajian data, setalah data itu
di reduksi tahap selanjutnya yaitu penyajian data. Menurut
Miles dan Huberman penyajian data adalah sebuah proses untuk
menyederhanakan data yang kompleks ke dalam suatu bentuk
yang disederhanakan agar dapat mudah dipahami. Dalam
penelitian kualitatif dapat dipresentasikan dalam berbagai
bentuk seperti matriks, tabel, diagram, grafik, atau teks
deskriptif. ®

d. Penarikan Simpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan adalah proses yang dilakukan
selama penelitian berlangsung, jadi setelah data terkumpul di
ambil kesimpulan sementara, dan apabila data sudah benar-
benar terkumpul barulah bisa diambil kesimpulan.** Dalam
penyajian kesimpulan ini berdasarkan data-data yang telah
digunakan yaitu menggunakan data yang berasal dari Al-Qur’an
Al-Qur’an yang terdiri dari QS. Al-Kahfi: 19, QS. Al-Kahfi: 55,
Qs. An-Nisa: 35 yang menjelaskan tentang wakalah, QS. Al-
Bagarah: 275, QS. An-nisa:29 yang menjelaskan tentang
Murabahah., Hadis yang menjelaskan tentang wakalah,
murabahah, Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008
tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES), Fatwa
DSN-MUI No. 04/DSN/MUI/IV/2000 tentang Murabahah.
Dan wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan
penelitian ini.

G. Sistematika Penelitian
Hasil penelitian atau skripsi ini disusun berdasarkan Pedoman
Penelitian Skripsi Program Sarjana Fakultas Syari’ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Dengan pedoman
teknis tersebut disusun sistematika penelitian yang mencakup lima
bab, antara lain sebagai berikut:

3 Fauziah Hamid Wada, dkk, Buku Ajar Metodologi Penelitian (Jambi: PT
Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), 144.

% Laili Fitria Anggraini, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap
Pembiayaan Utang Piutang Dengan Barang Perolehan Hajatan (Studi Kasus Pada Toko
Sembako UD. Aqtifa Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara)”, Skripsi
(UIN Walisongo, 2023), 36.
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Bab [, pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum penelitian
yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan
manfaat penelitian yang sangat membantu dalam menyelesaikan
penelitian ini, selanjutnya telaah pustaka, metodologi penelitian dan
sistematika penelitian.

Bab 1I, Akad Wakalah, Murabahah, serta Wakalah wal
Murabahah Dalam Figih Muamalah. Bab ini berisi tentang penjelasan
akad wakalah, akad murabahah, serta akad wakalah wal murabahah,
yang memuat tentang pengertian, rukun dan syarat, dasar hukum, serta
implementasinya di perbankan syari’ah.

Bab III, Implementasi akad Wakalah wal Murabahah pada
Pembiayaan Pertanian Padi di Bank BTPN Syari’ah MMS Cikedung.
Bab ini berisi tentang profil Bank BTPN Syari’ah, produk dan layanan
di Bank BTPN Syari’ah MMS Cikedung, serta Implementasi akad
Wakalah wal Murabahah pada Pembiayaan Pertanian Padi di Bank
BTPN Syari’ah MMS Cikedung.

Bab 1V, analisis akad Wakalah wal Murabahah pada
Pembiayaan Pertanian Padi di Bank BTPN Syari’ah MMS Cikedung.
Bab ini berisi analisis terkait dengan implementasi akad wakalah wal
murabahah, serta analisis akad wakalah wal murabahah pada
pembiayaan pertanian padi di Bank BTPN Syari’ah MMS Cikedung

Bab V, penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan yang
merupakan hasil pemahaman, penelitian, dan pengkajian terhadap
pokok masalah, saran, dan penutup.



BABII
AKAD WAKALAH, MURABAHAH, SERTA WAKALAH WAL
MURABAHAH DALAM FIQH MUAMALAH

A. AKAD

1. Pengertian Akad

Kata akad sendiri menurut kamus bahasa Indonesia berarti
kontrak atau perjanjian.' Sedangkan dalam bahasa Arab, kata akad
berasal dari kata al-‘agdu yang secara etimologi (bahasa) artinya
perikatan atau perjanjian, yang dimaksud perikatan di sini adalah
sebuah pertalian ijab dan gabul. Di mana ijab (pernyataan untuk
melakukan ikatan) dan gabul (pernyataan untuk menerima ikatan)
hal tersebut harus sesuai dengan syariat yang nantinya akan
berpengaruh pada objek perikatan.?

Istilah ‘ahdu sendiri di dalam al-qur’an mengacu pada
pernyataan seseorang agar mengerjakan sesuatu atau agar tidak
mengerjakan sesuatu hal tersebut tidak ada sangkut pautnya
dengan orang lain. Perjanjian yang dibuat seseorang tidak
memerlukan adanya persetujuan oleh pihak lain, baik tidak setuju
atau setuju hal tersebut tidak berpengaruh terhadap perjanjian yang
dibuat oleh orang tersebut, seperti yang dijelaskan dalam surat Ali
Imran ayat 76 bahwa janji tetap akan mengingat kepada orang yang
membuatnya.

Sedangkan akad menurut terminologi (istilah) adalah sebuah
perikatan yang mengandung ijab dan qabul yang tidak
bertentangan dengan hukum syara dan bisa dipastikan di dalamnya
terdapat keridhaan dari kedua belah pihak. Sedangkan ada pula
yang mendefinisikan bahwa akad adalah menyatukan serah terima
di antara dua belah pihak atau bisa juga perkataan dari seseorang
yang berpengaruh kepada kedua belah pihak.’

! Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Departement Pendidikan
Nasional, 2008), 25.

2 Andi Intan Cahyani, Figih Muamalah, (Makasar: Alauddin University Press,
2013), 32.

3 Andi Intan Cahyani, Figih Muamalah, (Makasar: Alauddin University Press,
2013), 33.
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Adapun menurut syar’i akad adalah “hubungan antara ijab
dan gabul yang diperbolehkan menurut syariat dan memiliki
pengaruh secara langsung”. Bisa di katakan bahwa akad ini
termasuk dalam hubungan yang mempunyai pengaruh terhadap
syara antara dua orang yang nantinya hasil dari kesepakatan dan
keinginan dua orang tersebut dinamakan ijab dan gabul.

Menurut Al-Jashshash yang mendefinisikan bahwa akad
adalah “setiap ucapan yang keluar untuk menggambarkan dua
keinginan yang memiliki kecocokan serta setiap ucapan yang
menjelaskan dan menggambarkan sebuah keinginan dari seorang
diri”. Sedangkan ada beberapa ulama figh yang mendefinisikan
bahwa setiap ucapan yang menjelaskan serta menggambarkan
keinginan yang memiliki kecocokan, sedangkan jika dari satu
pihak yang berkeinginan itu tidak di namakan akad akan tetapi di
namakan janji.*

Sedangkan menurut Hasbi Ash-Ahiddieqy menyatakan
bahwa akad adalah “sebuah perikatan antara ijab dan gabul yang
tidak bertentangan dengan hukum syara dan di dalamnya terdapat
keridhaan kedua belah pihak”.®

Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili menyatakan bahwa
akad adalah “sebuah kesepakatan dari kedua pihak yang
menimbulkan akibat hukum, baik itu menimbulkan kewajiban,
mengalihkan, memindahkan maupun itu membatalkannya”.®

Dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa akad
adalah tindakan atau ungkapan yang bertujuan untuk menunjukkan
kesepakatan dalam melakukan transaksi antara dua orang atau
lebih, sehingga terhindar dari suatu hubungan yang tidak sesuai
dengan hukum syara. Hubungan ini muncul antara kedua belah
pihak, di mana satu memberikan ijab yaitu satu pihak memberikan
penawaran yang di ajukan kepada pihak lain dan pihak lainnya
memberikan gabul yaitu satu pihak memberikan jawaban terhadap
penawaran yang diajukan oleh pihak lain, yang kemudian
menimbulkan konsekuensi hukum berupa hak dan tanggung jawab
di antara kedua pihak tersebut. Akad ini tidak akan terjadi apabila
pernyataan dari masing-masing pihak ini tidak terkait satu sama

4 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Figh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Figh
Islam, (Jakarta: Amzah, 2017), 16-17.

5 H. Syaikhu, dkk, Fikih Muamalah, (Yogyakarta, K-Media, 2020), 23.

6 Muhammad Abdul Wahab, Teori Akad Dalam Figih Muamalah, (Jakarta
Selatan: Rumah Figih Publishing, 2019), 9.
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lain, karena akad ini adalah keterkaitan antara pihak satu dengan
pihak lainnya yang tercermin dalam ijab dan qabul.’

2. Rukun Akad

Akad akan menghasilkan akibat kewajiban untuk melakukan
atau tidak melakukan suatu tindakan tertentu, sebagai akibat logis
dari adanya sebuah hubungan kontrak. Namun, meskipun demikian
agar adanya kekuatan yang mengikat tersebut, harus ada beberapa
persyaratan di dalamnya yang harus dipenuhi. Oleh karena itu
dalam suatu akad persyaratan yang dimaksud adalah harus
memenuhi rukun dan syarat di dalamnya.® Rukun akad sendiri
adalah sebuah unsur-unsur yang secara mutlak harus dipenuhi
dalam suatu hal, peristiwa dan tindakan, sedangkan syarat adalah
unsur-unsur yang harus ada untuk sesuatu hal, peristiwa dan
tindakan tersebut.’

Para jumhur ulama (mazhab Syafi’i dan mazhab Maliki)
menetapkan bahwa rukun akad ada tiga yaitu pihak-pihak yang
berakad (al- ‘aqid), objek akad (ma’qud alaih), dan ucapan akad
atau ijab dan gabul (shigat al- ‘agd). Sedangkan menurut ulama
mazhab Hanafi menetapkan bahwa rukun akad hanya ada satu
yaitu shigat (jjab dan gabul). Alasan mazhab Hanafi tidak
memasukan al- ‘aqid dan ma 'qud alaih adalah karena menurutnya
kedua hal tersebut itu bukan merupakan bagian dari esensi akad,
melainkan hanya sekedar sebagai konsekuensi mutlak dari adanya
sebuah akad. Namun, meskipun demikian tetap kedua unsur tadi
harus dipenuhi, tapi keberadaannya hanya sebagai unsur luarnya
saja sehingga tidak masuk ke dalam rukun akad.

Menurut Wahbah al-Zuhaili terdapat satu unsur lagi yang
wajib ada dalam akad yaitu tujuan akad (maudhu’ al- aqd), ia tidak
menyebutkan bahwa ini sebagai rukun akad tetapi (‘anashir al-
‘agd) unsur-unsur akad.'

7 Muhammad Abdul Wahab, Teori Akad Dalam Figih Muamalah, (Jakarta
Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 10.

8 Muhammad Abdul Wahab, Teori Akad Dalam Figih Muamalah, (Jakarta
Selatan: Rumah Figih Publishing, 2019), 15.

9 Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syari’ah Di Indonesia, (Yogyakarta: Gadjah
Mada University Press, 2009), 55.

10 Muhammad Abdul Wahab, Teori Akad Dalam Figih Muamalah, (Jakarta
Selatan: Rumah Figih Publishing, 2019), 16-17.
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sedangkan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi
Syari’ah (KHES) pada pasal 22 rukun akad terdiri dari pihak-pihak
yang berakad, objek akad, tujuan pokok akad, dan kesepakatan.
Yang dimaksud dengan tujuan akad yang tertera dalam pasal 25
Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) adalah bahwa akad
ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan
usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.™

B. Wakalah

1. Pengertian Wakalah
Wakalah menurut bahasa dimaknai sebagai al-hifdh yang
artinya penjagaan, atau bisa juga dimaknai sebagai at-tafwidh yang
artinya penyerahan.’ Sedangkan menurut para ulama pengertian
wakalah menurut istilah di antaranya yaitu:

a. Hanafiyah yang mendefinisikan bahwa wakalah yaitu
seseorang menggantikan posisi orang lain dalam suatu masalah
tertentu.

b. Hanabilah yang mendefinisikan bahwa wakalah yaitu sebuah
permohonan untuk menggantikan seseorang di mana orang
tersebut boleh melakukan sesuatu yang sesuai dengan pihak
lain, yang mana tugasnya itu terkait dengan hak-hak Allah dan
manusia.

c. Malikiyah yang mendefinisikan bahwa wakalah yaitu
seseorang menggantikan posisi orang lain perihal haknya, dan
orang tersebut melaksanakan posisi tersebut.

d. Syafi’iyah  mendefinisikan = bahwa  wakalah  adalah
perumpamaan seseorang untuk memberikan kuasa kepada
orang lain yang telah ditunjuk untuk mewakili pada masa
hidupnya.

Dari beberapa definisi dari para ulama di atas dapat
dikemukakan bahwa wakalah adalah penguasaan hak,
pendelegasian kekuasaan, serta penugasan kepada individu yang
dipercayai oleh pihak yang mewakili dalam periode waktu tertentu,

1 PERMA, “Peraturan Mahkamah Agung No: 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi
Hukum Ekonomi Syari’ah”, 2008, 16.

2 H.M. Pudjihardjo, Nur Faizin Muhith, Fikih Muamalah Ekonomi Syari’ah,
(Malang: UB Press, 2019), 122.
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untuk melakukan aktivitas sesuai dengan kesepakatan dan hal itu
harus sesuai dengan hukum Islam.** Sayyid Sabiq juga
mendefinisikan bahwa wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh
seseorang kepada orang lain untuk melaksanakan hal-hal yang
dapat diwakilkan.

Dalam akad wakalah ini atau penyerahan ini ada yang
sifatnya sukarela atau secara cuma-cuma, ada juga yang di bayar
atau mendapatkan upah. Namun dalam praktiknya biasanya
pemberian kuasa ini dilaksanakan secara cuma-cuma, kecuali
dalam perjanjiannya dinyatakan bahwa pihak yang menerima
kuasa ini akan mendapatkan upah.'

2. Rukun dan Syarat Wakalah

Dalam melakukan sebuah akad harus memenuhi rukun dan
syaratnya, agar akad tersebut bisa dikatakan sah, dalam hal ini
harus memenuhi rukun dan syarat akad wakalah, berikut ini adalah
rukun dan syarat akad wakalah yaitu: Muwakkil (orang yang
memberi kuasa/yang mewakilkan), wakil (orang yang menerima
kuasa/yang mewakili), muwakal fiih (objek yang diwakilkan),
sighat (ijab dan qabul).’®

a. Muwakkil (orang yang memberi kuasa/yang mewakilkan).
Syarat muwakkil di sini adalah orang tersebut harus menjadi
seorang pemilik yang bisa bertindak terhadap sesuatu yang ia
wakilkan, jadi bisa dikatakan bahwa apabila orang tersebut
bukan sebagai pemilik yang dapat bertindak, maka
perwakilannya itu tidak sah. seorang muwakkil juga harus
mempunyai kecakapan untuk melakukan sebuah tindakan atau
bisa juga dikatakan mempunyai keahlian untuk bertindak
sendiri. oleh sebab itu orang yang tidak memiliki akal atau
orang gila tidak sah mewakilkan kewenangan apa pun kepada
orang lain dan juga anak kecil yang belum dapat membedakan

13 Abu Azam Al Hadi, Fikih Muamalah Kontemporer, (Depok: PT RajaGrafindo
Persada, 2019), 140.

14 Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syari’ah Di Indonesia, (Yogyakarta: Gadjah
Mada University Press, 2009), 163.

15 H.M. Pudjihardjo, Nur Faizin Muhith, Fikih Muamalah Ekonomi Syari’ah,
(Malang: UB Press, 2019), 124.
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suatu pilihan. Keduanya telah kehilangan kepemilikan, karena
ia tidak memiliki suatu hak untuk bertindak.®

b. Wakil (orang yang menerima kuasa/yang mewakili). Syarat
wakil di sini adalah seorang yang berakal, orang yang
mempunyai gangguan jiwa, orang idiot, atau anak kecil yang
tidak dapat membedakan, itu tidak sah untuk menjadi wakil.
Dalam hal ini terjadi beberapa perbedaan pendapat di kalangan
para ulama. Mazhab Hanafi memperbolehkan anak menjadi
wakil tetapi anak tersebut harus sudah baligh dan menyangkut
perihal-perihal yang ia pahami. Sedangkan ada juga pendapat
yang lain yang mengatakan bahwa baligh ini tidak menjadi
keharusan, pendapat ini berpijak pada kisah Amar bin Ummu
Salamah yang mengawinkan ibunya dengan Rasulullah Saw,
karena Salamah pada saat itu masih anak kecil dan belum
baligh.”

c. Muwakal fiih (objek yang diwakilkan). Yang dijadikan objek
dalam hal ini berupa obat semprot, pupuk padi, dan bibit padi.
Dalam hal ini syarat objek yang dapat diwakilkan dalam akad
wakalah ini adalah yang pertama objeknya ini harus sudah
diketahui oleh kedua belah pihak, karena tidak sah apabila
mewakilkan sesuatu yang tidak diketahui batasannya.
Contohnya seseorang mewakilkan kepada orang lain untuk
membeli makanan, akan tetapi tidak disebutkan makanan apa.
Yang kedua, objek yang diwakilkan ini harus sesuatu yang
diperbolehkan menurut syara’, karena tidak sah apabila objek
yang diwakilkan ini adalah sesuatu yang di haramkan oleh
syara. contohnya mewakilkan kepada orang lain untuk
membawakan barang rampokan. Yang ketiga, objek yang
diwakilkan dalam akad wakalah ini adalah sesuatu yang dapat
diwakilkan oleh orang lain, seperti membeli, menjual,
membayar hutang, atau transaksi yang lainnya. maka dari itu
tidak sah apabila mewakilkan hal-hal yang tidak dapat
digantikan oleh orang lain. Contohnya seperti ibadah shalat,
ibadah puasa.’®

6 H.M. Pudjihardjo, Nur Faizin Muhith, Fikih Muamalah Ekonomi Syari’ah,
(Malang: UB Press, 2019), 125.

17 Abu Azam Al Hadi, Fikih Muamalah Kontemporer, (Depok: PT RajaGrafindo
Persada, 2019), 141.

8 H.M. Pudjihardjo, Nur Faizin Muhith, Fikih Muamalah Ekonomi Syari’ah,
(Malang: UB Press, 2019), 126.
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d. Sighat (ijab dan qabul). Syarat ijab dan qabul dalam akad
wakalah adalah harus dilakukan oleh muwakkil dan wakil dalam
satu majelis (pertemuan). Jadi muwakkil memulai akad dengan
membuat ijab kemudian wakil menerima akad tersebut dalam
bentuk gabul. Karena Sighat ini disampaikan oleh muwakil
sebagai tanda kerelaan untuk mewakilkan kepada wakil, dan
dari pihak wakil sendiri menerima. Dalam sighat ini dapat
dilakukan dalam bentuk ucapan atau surat kesepakatan, atau
bisa juga dilakukan dengan cara lain yang dapat
menggantikannya.'®

3. Dasar Hukum Wakalah

a. Al-Qur’an
\jsu*;mev *@udu‘” Yo AR ,g_w“ W’Jqu
°-~ug,m\.u“\ \jsu E;QMJ\LAJJM

Glal (&3 Ly\)muma ) 53 (,Ss,y(,sm
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Demikianlah, Kami membangun kan mereka agar saling
bertanya di antara mereka (sendiri). Salah seorang di antara
mereka berkata, “Sudah berapa lama kamu berada (di sini)?”
Mereka menjawab, “Kita berada (di sini) sehari atau setengah
hari.” Mereka (yang lain lagi) berkata, “Tuhanmu lebih
mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka, utuslah
salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa
uang perakmu ini. Hendaklah dia melihat manakah makanan
yang lebih baik, lalu membawa sebagian makanan itu untukmu.
Hendaklah pula dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-
kali memberitahukan keadaanmu kepada siapa pun. (Q.S. 18
[Al-Kahf]: 19).%

b. Al-Hadist

19 Abu Azam Al Hadi, Fikih Muamalah Kontemporer, (Depok: PT RajaGrafindo
Persada, 2019), 142.

2 Tim Penerjemah, AI-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Departemen Agama
RI, 2019), 413.
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Dari Salamah bin Kuhail, aku mendengar Abu Salamah bin
Abdurrahman dari Abu Hurairah RA, "Sesungguhnya seorang
laki-laki datang kepada Nabi SAW untuk menagihnya hingga
dia bersikap kasar, maka para sahabat beliau hendak
membalasnya. Rasulullah SAW bersabda, 'Biarkanlah, karena
sesungguhnya pemilik hak diberi hak berbicara' . Kemudian
beliau bersabda, 'Berikan kepadanya unta yang sama dengan
usia untanya'. Mereka berkata, 'Wahai Rasulullah! (yang ada)
hanya yang lebih tua dari usia untanya'. Beliau bersabda,
'Berikan kepadanya, sesungguhnya yang terbaik di antara kalian
adalah yang paling baik melunasi utang". (HR. Bukhari).?

4. Berakhirnya Wakalah
Akad wakalah dapat berakhir jika salah satu pihak sebagai
berikut:

a. Jika salah satu pihak yang melakukan perjanjian telah
meninggal.

b. Jika salah satu pihak baik itu muwakkil atau wakil gila, karena
syarat dari akad wakalah salah satunya adalah berakal.

c. Jika pekerjaan yang menjadi perjanjian itu dihentikan, karena
masa perjanjiannya sudah berakhir.

d. Jika pihak muwakkil memutuskan kepada wakil meskipun pihak
wakil tidak mengetahuinya, pendapat seperti ini didukung oleh
Syafi’i dan Hanbali. Namun menurut Hanafi pihak waki/ harus
mengetahui putusan dari pihak muwakkil.

e. Jika pihak wakil memutuskan sendiri. menurut Hanafi pihak
muwakkil tidak perlu mengetahui putusan dirinya atau tidak
diperlukan kehadirannya, tujuannya yaitu agar tidak terjadi

21 Tbnu Hajar Al Asqalani, Al Imam Al Hafizh, Fathul Baari Syarah Shahih Al
Bukhari Jilid 13, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2010), 178-179.
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sesuatu hal yang tidak di inginkan. Tetapi menurut Abu Azam
Al Hadi dalam bukunya yang berjudul Fikih Muamalah
Kontemporer menjelaskan bahwa pihak wakil tetap diperlukan
memberi tahu pengundurannya dirinya kepada pihak muwakkil.

f. Keluarnya orang yang mewakilkan (muwakkil) dari
kepemilikan.?

5. Implementasi akad wakalah di perbankan syari’ah
Dalam melakukan transaksi menggunakan akad wakalah
Bank syari’ah memiliki beberapa transaksi antara lain sebagai
berikut:

a. Jasa Transfer

Jasa transfer yaitu sebuah jasa yang digunakan oleh Bank
untuk memindahkan dana milik nasabah kepada nasabah yang
lain baik itu sesama Bank atau beda Bank, yang nantinya dalam
pelaksanaannya ini timbul biaya-biaya, yang nantinya biaya ini
akan dibebankan kepada pihak nasabah yang ingin
memindahkan dana tersebut atau nasabah yang ingin
mentransfer dana tersebut.

Dalam prosesnya mentransfer menggunakan akad
wakalah ini , pihak nasabah sebagai muwakkil memerintahkan
kepada pihak Bank sebagai waki/ untuk memindahkan dana
(mentransfer) kepada nomor tujuan atau kepada nasabah lain,
lalu setelah itu Bank sebagai wakil ini melaksanakan tugas
tersebut untuk memindahkan dana tersebut kepada nomor yang
dituju.

Dengan berkembangnya teknologi sekarang ini, nasabah
yang ingin mentransfer uang bisa melalui ATM atau mobile
Banking. Dengan hal ini lebih memudahkan masyarakat untuk
memindahkan uang dari satu tempat ke tempat lain dengan cara
cash less dan sangat cepat hanya perlu waktu beberapa detik
saja, karena hal ini dilakukan dengan cara online.?

b. Jasa L/C (letter of kredit)

2 Abu Azam Al Hadi, Fikih Muamalah Kontemporer, (Depok: PT RajaGrafindo
Persada, 2019), 147-148.

2 Hilmiatus Asahla, dkk, “Implementasi Akad Wakalah Di Lembaga Keuangan
Syari’ah”, Jurnal Ekonomi Syari’ah Pelita Bangsa, vol. 08, no. 02, 2023, 236.
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Layanan letter of credit adalah layanan perbankan yang
membantu mengirimkan pesanan dari importir kepada pemasok
barang di negara lain. Letter of credit memanfaatkan layanan
Bank baik di negara importir maupun di negara eksportir. Letter
of credit dengan perjanjian wakalah juga memberikan jaminan
kepada importir bahwa barang yang dipesan akan dibayar jika
pengiriman sesuai dengan kesepakatan jual beli antara importir
dan eksportir. Bank akan mengenakan biaya untuk layanan yang
diberikan atas permintaan importir. Transaksi L/C sangat
berguna dalam mempermudah kegiatan impor dan ekspor
masyarakat, karena Bank memastikan pembayaran sesuai
dengan kontrak jual beli.

c. Wakalah pada Murabahah
Dalam transaksi menggunakan akad murabahah, Bank
bertindak sebagai penjual dan nasabah bertindak sebagai
pembeli. Namun pada penerapannya Bank mewakilkan kepada
nasabah untuk melakukan pembelian barang. Lalu setalah
barang tersebut sudah berhasil dibeli barulah melakukan akad
jual beli murabahah antara penjual (Bank) dan pembeli
(nasabah). Dalam  praktik pembiayaan  murabahah
menggunakan wakalah ini Bank memberi kuasa kepada
nasabah untuk melakukan pembelian barang atas nama nasabah
itu sendiri. dengan kata lain peran Bank di sini hanya sebagai
pemberi modal saja bukan sebagai pemilik barang atau
penjual.* Menurut pandangan Nurhadi transaksi menggunakan
akad murabahah bil wakalah ini diperbolehkan dengan catatan
akad wakalah dilakukan terlebih dahulu, lalu setelah itu diikuti

dengan akad murabahah.”®

d. Wakalah pada kartu kredit syari’ah
Kartu kredit syari’ah sendiri adalah kartu kredit yang
disediakan oleh Bank untuk digunakan oleh nasabah dalam
melakukan pembayaran di marchant (toko), kemudian setelah
itu nasabah akan membayar kepada Bank. Dalam hal ini bentuk

% Hilmiatus Asahla, dkk, “Implementasi Akad Wakalah Di Lembaga Keuangan
Syari’ah”, Jurnal Ekonomi Syari’ah Pelita Bangsa, vol. 08, no. 02, 237.

% Nurhadi, “Halal Haram Murabahah Bil Wakalah Pembiayaan Perbankan
Syari’ah”, Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi, vo. 6, No. 1, 2020, 89.
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akad wakalahnya adalah Bank mewakili nasabah untuk
melakukan pembayaran kepada marchant (toko). Bank dalam
melakukan pembayarannya menggunakan uang dari Bank itu
sendiri, kemudian akan dibayarkan oleh nasabah.?

C. Murabahah

1. Pengertian Murabahah

Kata Murabahah sendiri berasal dari bahasa arab yaitu
tahqiq ar-ribh yang artinya memastikan keuntungan. Jadi dengan
akad ini, seseorang membeli barang lalu kemudian orang tersebut
menjual barangnya lagi dengan harga yang lebih mahal tujuannya
adalah gar bisa mendapatkan keuntungan.”’ Murabahah sendiri
menurut etimologi (bahasa) yang berarti saling mengambil
keuntungan, yang dimaksud saling mengambil keuntungan adalah
menjual barang dagangan sesuai dengan harga ditambah dengan
laba tertentu.

Sedangkan menurut terminologi (istislah) murabahah
adalah jika seseorang menjual barang kemudian ia menyebutkan
harga dari pembelian barang tersebut kepada pembeli, dan
kemudian mensyaratkan adanya keuntungan dalam jumlah tertentu
kepada pembeli.?

Para ulama fiqih dalam mendefinisikan murabahah sangat
beragam, tetapi bisa diambil garis besarnya bahwa murabahah
adalah memindahkan kepemilikan atas suatu barang dengan harga
asli (pertama), lalu disertai dengan keuntungan.”® Sedangkan
DSN-MUI mendefinisikan, bahwa murabahah adalah menjual
suatu barang dengan menyebutkan harga aslinya kepada pembeli,
dan pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai laba.

Murabahah dalam konsep di perbankan syari’ah adalah jual
beli barang dengan harga asli ditambah dengan keuntungan yang
telah disepakati. Dalam hal ini pihak Bank selaku penjual harus

% Hilmiatus Asahla, dkk, “Implementasi Akad Wakalah Di Lembaga Keuangan
Syari’ah”, Jurnal Ekonomi Syari’ah Pelita Bangsa, vol. 08, no. 02,2023, 238.

27 H.M. Pudjihardjo, Nur Faizin Muhith, Fikih Muamalah Ekonomi Syari’ah,
(Malang: UB Press, 2019), 138.

28 Abu Azam Al Hadi, Fikih Muamalah Kontemporer, (Depok: PT RajaGrafindo
Persada, 2019), 54.

2 H.M. Pudjihardjo, Nur Faizin Mubhith, Fikih Muamalah Ekonomi Syari’ah,
(Malang: UB Press, 2019), 139.
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memberitahukan harga asli dari barang tersebut dan menentukan
jumlah keuntungan sebagai tambahannya. Pengaplikasian
pembiayaan murabahah di perbankan syari’ah ini dapat digunakan
untuk pembelian barang dagangan atau barang komsumsi, yang
nantinya pembayarannya dilakukan secara kredit atau
mengangsur.

2. Rukun dan Syarat Murabahah

Dalam melakukan sebuah akad harus memenuhi rukun dan
syaratnya, agar akad tersebut bisa dikatakan sah, dalam hal ini
harus memenuhi rukun dan syarat akad murabahah. Menurut para
jumhur ulama selain ulama mazhab Hanafi menyebutkan bahwa
rukun akad murabahah yaitu penjual, pembeli, objek atau barang
yang diakadkan, dan sighat. Sedangkan menurut mazhab Hanafi
rukun akad murabahah yaitu ijab dan gabul, karena menurutnya
selain ijab dan gabul bukan termasuk ke dalam rukun akan tetapi
masuk ke dalam syarat-syarat jual beli.*

a. Penjual (ba’i), syarat penjual di sini adalah penjual (Bank) harus
memberitahu biaya modal kepada pembeli (nasabah), dan
penjual (Bank) juga harus memberitahu apabila terjadi cacat
setelah melakukan pembelian, serta dalam hal ini penjual
(Bank) harus menyampaikan semua hal terkait dengan
pembelian, contohnya jika pembelian ini dilakukan secara
hutang atau mengangsur.

b. Pembeli (musytari), syarat pembeli (nasabah) di sini adalah
seorang mempunyai kecakapan hukum yaitu sudah baligh,
berakal sehat, dan mampu mengerti dan membuat keputusan
secara sadar. Serta memahami perjanjian yang sudah dibuat dan
disepakati secara bersama-sama dengan penjual (Bank) dan
tidak ada unsur merugikan bagi penjual (Bank).

c. Objek atau barang yang dibeli, dalam hal ini yang menjadi
objeknya berupa pupuk, obat semprot, dan bibit padi. Menurut
Wahbah Al-Zuhaili syarat objek atau barang dalam murabahah
adalah barang tersebut harus dikuasai atau dimiliki secara

%0 Muhammadiah, Zulhamdi, “Implementasi Murabahah pada Perbankan
Syari’ah”, Al-Hiwalah: Juornal Syari’ah Economic Law, vol. 1, No. 1, 2022, 61

81 Muhammadiah, Zulhamdi, “Implementasi Murabahah pada Perbankan
Syari’ah”, Al-Hiwalah: Juornal Syari’ah Economic Law, vol. 1, No. 1, 2022, 65.
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prinsip oleh penjual (Bank), karena apabila barang tersebut
tidak dikuasai secara prinsip oleh penjual (Bank), maka dapat
dikatakan bahwa hukumnya tidak sah, karena barang tersebut
tidak dalam kuasa penjual (Bank), sehingga barang tersebut
tidak bisa dijual karena barang tersebut harganya tidak jelas dan
hanya bisa diketahui dengan taksiran, sementara taksiran itu
berbeda-beda.®

d. Akad pertama antara penjual (Bank) dengan supplier (pihak
ketiga) harus sah dan harus sesuai dengan rukun yang telah
ditetapkan, dan akad tersebut harus bebas dari riba.*®

Jadi bisa dikatakan secara prinsip bahwa jika syarat
penjual (Bank) harus memberitahu biaya modal kepada pembeli
(nasabah), dan penjual (Bank) juga harus memberitahu apabila
terjadi cacat setelah melakukan pembelian, dan dalam hal ini
penjual (Bank) harus menyampaikan semua hal terkait dengan
pembelian, serta barang yang menjadi objek akad harus sah
secara prinsip milik penjual (Bank). contohnya jika pembelian
ini dilakukan secara hutang atau mengangsur ini tidak dipenuhi,
maka pembeli (nasabah) ini memiliki beberapa pilihan antara
lain:
1) Melanjutkan pembelian barang.
2) Kembali kepada penjual untuk menyampaikan keberatan
terhadap produk yang dijual tersebut.

3) Membatalkan perjanjian.®

3. Dasar Hukum Murabahah

a. Al-Qur’an

32 Wahbah Al-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani
DarulFikir, 2011), 359.

3 H.M. Pudjihardjo, Nur Faizin Muhith, Fikih Muamalah Ekonomi Syari’ah,
(Malang: UB Press, 2019), 144.

3 Abu Azam Al Hadi, Fikih Muamalah Kontemporer, (Depok: PT RajaGrafindo
Persada, 2019), 55.
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Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak
dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan
karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka
berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah
telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun
yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya
(menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah
diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah)
kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka
itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. (Q.S 2 [Al-
Baqarah]: 275).%

b. Al-Hadist

qﬁsﬂudhm@g‘&}&mgﬂw\d@m)

(sl s ) iy haalls il 55

Dari Muhammad, tidak bahaya (menjual harga) sepuluh dengan
sebelas, dan dia mengambil untuk sebagai nasfkah. Dan
bersabda Nabi saw kepada Hindun: “Mengambillah engkau
pada apa-apa yang mencukupi bagimu dan anak mu dengan
sesuatu yang baik”. (HR. Bukhari).*®

4. Implementasi akad Murabahah di perbankan syari’ah

3 Tim Penerjemah, AI-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Departemen Agama
RI, 2019), 61.

3 Abu’Abdullah Muhammad ibn Isma’il ibn Ibrahim al Bukhari, Sahik al
Bukhari, (Beirut: Dar al Kutub al’llmiyah, 1992), 248.
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Jika disederhanakan akad murabahah adalah sebuah jual
beli barang dengan harga beli pertama ditambah keuntungan yang
telah disepakati kedua belah pihak. Contohnya seseorang membeli
barang lalu menjualnya lagi dengan keuntungan tertentu. Biasanya
besarnya keuntungan dapat ditentukan dengan nominal rupiah atau
dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya, contohnya 5%
atau 10%. Jadi pada dasarnya akad murabahah ini merupakan
sebuah bentuk pernyataan yang langsung, karena dalam akad
murabahah ini ditentukan berapa keuntungan yang ingin
didapatkan.®’

Akad murabahah dalam praktiknya di perbankan syari’ah,
Bank sendiri berposisi sebagai penjual sedangkan nasabah sebagai
pembeli. Dalam mengimplementasikan akad murabahah di
perbankan syari’ah memiliki beberapa model dalam penerapannya,
yaitu sebagai berikut:

a. Model pertama, yaitu yang beroperasi secara konsisten dan
sesuai dengan prinsip syari’ah, yaitu dalam hal ini Bank
membeli terlebih dahulu barang yang dipesan oleh nasabah, jadi
bisa dikatakan dalam hal ini Bank memiliki barang tersebut
terlebih dahulu, setelah itu Bank menjual barang tersebut
kepada nasabah dengan keuntungan yang telah disepakati.

b. Model kedua, hampir mirip dengan model yang pertama,
namun model yang kedua ini memiliki perbedaan dalam cara
pengalihan kepemilikan barang. Di mana dalam model ini,
penjual langsung memberikan barang tersebut kepada nasabah,
sehingga tidak adanya transaksi antara nasabah dengan pihak
Bank, karena barang langsung diserahkan dari penjual kepada
nasabah. Namun meskipun demikian Bank membayar barang
tersebut secara langsung oleh Bank kepada penjual pertama.
Sehingga dalam model yang kedua ini nasabah mendapatkan
objek barang sebelum melakukan akad murabahah dengan
Bank. Jika dilihat dari perspektif syari’ah, model kedua ini
berpotensi melanggar ketentuan syari’ah, karena Bank tidak
mendapatkan barang tersebut secara langsung, melainkan
barang tersebut langsung berpindah dari penjual kepada
nasabah. Sementara itu, sesuai dengan ketentuan syari’ah

8 Muhammadiah, Zulhamdi, “Implementasi Murabahah pada Perbankan
Syari’ah”, Al-Hiwalah: Juornal Syari’ah Economic Law, vol. 1, No. 1, 2022, 69.
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mengenai akad murabahah, bahwa transaksi tersebut baru dapat
bisa dilanjutkan setelah objek transaksi tersebut menjadi milik
Bank.

c. Model ketiga, dalam model ketiga ini Bank membuat suatu
perjanjian murabahah dengan nasabah, selanjutnya Bank
memberikan wewenang kepada nasabah untuk mencari sendiri
barangnya (wakalah), yang nantinya barang tersebut akan
menjadi objek transaksi. Model transaksi ketiga ini dapat
melenceng dari prinsip syari’ah, apabila Bank mewakilkan
kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga,
sementara akad yang seharusnya ada terlebih dahulu malah
tidak terjalin, akad yang dimaksud adalah akad wakalah.® Jadi
bisa dikatakan bahwa jika Bank ingin mewakilkan kepada
nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga maka Bank
harus melakukan akad wakalah terlebih dahulu dengan nasabah
untuk diwakilkan membeli barang, baru setelah barang tersebut
secara prinsip menjadi milik Bank, barulah melakukan akad
murabahah, hal itu selaras dengan Fatwa Dewan Syari’ah
Nasional No.04/DSN/MUI/IV/2000 tentang murabahah nomor
9 menyebutkan “Jika Bank hendak mewakilkan kepada
nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli
murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip,
menjadi milik Bank”,®® serta dalam Peraturan Mahkamah
Agung No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi
Syari’ah (KHES) dalam bagian ketujuh tentang jual beli
murabahah di pasal 119 di sebutkan bahwa “Apabila penjual
hendak mewakilkan kepada pembeli untuk membeli barang dari
pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah
barang secara prinsip sudah menjadi milik penjual ”.*°

Jika dilihat secara konsep akad murabahah ini hanya
melibatkan dua pihak yaitu penjual (Bank) dan pembeli
(nasabah), namun dalam praktiknya di perbankan syari’ah, akad
murabahah melibatkan tiga pihak yaitu penjual yaitu Bank,

%  Raihan Putri, Fitri Yanti, “Implementasi Akad Murabahah dan
Permasalahannya Dalam Perbankan Syari’ah”, Muamalat: Jurnal Kajian Hukum
Ekonomi Syari’ah, vol, 15, No., 2, 2023, 193.

3 DSN MUI, “Fatwa Dewan Syari’ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No:
04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah”, Himpunan Fatwa DSN MUI, 2000, 4.

4 PERMA, “Peraturan Mahkamah Agung No: 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi
Hukum Ekonomi Syari’ah”, 2008, 40-41.
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pembeli yaitu nasabah, dan supplier yaitu pemasok barang
kepada Bank atas permintaan nasabah.*

D. Wakalah wal Murabahah

1. Pengertian Wakalah wal Murabahah

Akad wakalah wal murabahah merupakan gabungan dua
akad yaitu akad wakalah dan akad murabahah. yang mana dalam
pengertiannya akad wakalah yaitu penguasaan hak, pendelegasian
kekuasaan, serta penugasan kepada individu yang dipercayai oleh
pihak yang mewakili dalam periode waktu tertentu, untuk
melakukan aktivitas sesuai dengan kesepakatan dan hal itu harus
sesuai dengan hukum Islam.”? Sayyid Sabiq juga mendefinisikan
bahwa wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang
kepada orang lain untuk melaksanakan hal-hal yang dapat
diwakilkan. Sedangkan akad murabahah yaitu memindahkan
kepemilikan atas suatu barang dengan harga asli (pertama), lalu
disertai dengan keuntungan.®

Dapat disimpulkan bahwasanya akad wakalah wal
murabahah adalah penyerahan kekuasaan untuk membeli barang
dan penjualan dengan harga pertama ditambah dengan keuntungan
yang telah disepakati.

2. Rukun dan syarat Wakalah wal Murabahah
Dalam menjalankan suatu akad atau sebuah perjanjian maka
harus memenuhi rukun dan syarat di dalamnya. Dalam hal ini
rukun dan syarat dalam akad wakalah wal murabahah. Rukunnya
di antaranya yaitu:

a. muwakkil (orang yang memberi kuasa), biasanya pihak Bank
syari’ah.
b. Wakil (orang yang menerima kuasa), biasanya pihak nasabah.

4 Muhammadiah, Zulhamdi, “Implementasi Murabahah pada Perbankan
Syari’ah”, Al-Hiwalah: Juornal Syari’ah Economic Law, vol. 1, No. 1, 2022, 70.

42 Abu Azam Al Hadi, Fikih Muamalah Kontemporer, (Depok: PT RajaGrafindo
Persada, 2019), 140.

4 H.M. Pudjihardjo, Nur Faizin Mubhith, Fikih Muamalah Ekonomi Syari’ah,
(Malang: UB Press, 2019), 139.
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c. muwakal fiih (objek atau barang yang diwakilkan).*

d. Penjual (ba i), yaitu pihak yang menjual barang biasanya pihak
Bank Syari’ah.

e. Pembeli (musytari), yaitu pihak yang membeli barang, biasanya
pihak nasabah.

f. barang yang diperjualbelikan, yang mana barang tersebut halal,
dan jelas jenis dan kualitasnya.

g. Harga barang, yaitu harga pertama (asli) ditambah margin
keuntungan yang telah disepakati.

h. Sighat (ijab dan gabul), merupakan pernyataan kedua belah
pihak untuk mengikat akad.*

Sedangkan syaratnya di antaranya yaitu:

a. Barang yang diperjualbelikan harus halal dan bebas dari najis.

b. Penjual (bank) harus memberitahu harga pokok barang kepada
pembeli (nasabah) secara jujur dan transparan.

c. Akad atau perjanjian harus sah sesuai dengan rukun akad yang
telah ditetapkan dan bebas dari riba.

d. Penjual (bank) wajib memberitahu jika ada cacat pada barang
setelah pembelian.

e. Penjual (bank) harus menjelaskan semua hal terkait pembelian,
misalnya jika pembelian dilakukan secara utang atau
mengangsur.

f. Barang yang dibeli harus jelas dan sudah secara prinsip menjadi
milik pihak yang berakad, serta diwakilkan kepada orang yang
cakap menurut hukum.

g. Pihak yang berakad harus memiliki kecakapan hukum, saling
ridha dan tidak dalam keadaan terpaksa.

h. Barang harus nyata dan sudah ada di tangan penjual (bank)
walaupun hanya dalam waktu singkat sebelum dijual kembali.

i. Akad wakalah harus dilakukan terlebih dahulu sebelum akad
murabahah agar wakil (nasabah) dapat membeli barang atas
nama pemberi kuasa (bank).*

4 H.M. Pudjihardjo, Nur Faizin Muhith, Fikih Muamalah Ekonomi Syari’ah,
(Malang: UB Press, 2019), 124.

4 Muhammadiah, Zulhamdi, “Implementasi Murabahah pada Perbankan
Syari’ah”, Al-Hiwalah: Juornal Syari’ah Economic Law, vol. 1, No. 1, 2022, 65.
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3. Implementasi akad Wakalah wal Murabahah pada perbankan
syari’ah
Pada praktik jual beli murabahah yang sering terjadi di
lembaga keuangan syari’ah (LKS), para ulama kontemporer
mensyaratkan beberapa syarat agar dapat terhindar dari praktik
murabahah yang akan terjebak pada bay ‘atani fi bay ah (dua akad
dalam satu transaksi), bai’ al-ma’dum (memperjualbelikan sesuatu
yang belum dimiliki), dan bai’ ‘inah (jual beli dengan pembelian
kembali), sebagai berikut;

a. Agar dapat terhindar dari bay ‘atani fi bay 'ah (dua akad dalam
satu transaksi), jual beli murabahah ini bukan untuk pinjaman
disertai dengan bunga, akan tetapi merupakan jual beli
komoditas. Dalam hal ini semisal terjadi penetapan harga yang
berbeda antara harga kredit dengan harga tunai, maka kedua
belah pihak (Bank dan nasabah) sebelum berpisah harus
menyepakati salah satu dari dua harga tersebut, hal itu agar
tidak terjadinya bay ‘atani fi bay ’ah.

b. Lembaga keuangan syari’ah (Bank) selaku pemberi
pembiayaan dalam hal ini harus membeli terlebih dahulu barang
yang di inginkan oleh nasabah selaku pembeli, yang nantinya
barang tersebut di jual kepada nasabah. Apabila tidak demikian
maka akan menimbulkan bai’ al-ma’dum (memperjualbelikan
sesuatu yang belum dimiliki).*” Hal tersebut juga selaras dengan
fatwa DSN MUI No. 04 Tahun 2000 tentang murabahah dalam
ketentuan kedua butir 2 vyaitu “jika Bank menerima
permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset
yang dipesannya secara sah dengan pedagang”.*®* Namun
apabila pihak Bank ingin mewakilkan kepada nasabah untuk
membeli barang yang diinginkan oleh nasabah hal tersebut
diperbolehkan, yang nantinya akan menggunakan akad
wakalah, akan tetapi dalam hal pembelian ini nasabah selaku
wakil dari Bank dalam pembelian barangnya harus atas nama

47 Mukhlisin, MURABAHAH : Konsep & Aplikasinya dalam Perbankan Islam,
(Yogyakarta, Deepublish, 2018), 120.

% DSN MUI, “Fatwa Dewan Syari’ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No:
04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah”, Himpunan Fatwa DSN MUI, 2000, 4.
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Bank, bukan atas nama nasabah itu sendiri.* Perlu digaris
bawahi lagi yang paling penting dalam hal ini agar bisa
terhindar dari bai’ al-ma’dum adalah transaksi murabahah
harus dilakukan setelah barang tersebut sudah dibelikan oleh
nasabah, maka akad murabahah baru boleh dilakukan. Hal
tersebut dilakukan agar terhindar dari jual beli yang belum ada
barangnya. Hal tersebut juga selaras dengan fatwa DSN MUI
No. 04 Tahun 2000 tentang murabahah dalam ketentuan
pertama butir 9 yang menjelaskan ‘“jika Bank hendak
mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak
ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah
barang, secara prinsip, menjadi milik Bank”*° Serta dijelaskan
juga dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008
tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) dalam
bagian ketujuh tentang jual beli murabahah di pasal 119 di
sebutkan bahwa “Apabila penjual hendak mewakilkan kepada
pembeli untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli
murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip
sudah menjadi milik penjual” >

c. Pembelian barang tidak boleh dari nasabah itu sendiri (barang
milik nasabah) dengan perjanjian pembelian kembali. Model
perjanjian seperti ini masuk ke dalam kategori bai’ ‘inah yang
diharamkan oleh sebagian para ulama.

Dengan adanya syarat-syarat di atas, tentunya Lembaga
keuangan syari’ah harus menempuh beberapa prosedur agar akad
murabahah disertai dengan akad wakalah (wakalah wal
murabahah) yang diterapkan oleh lembaga keuangan syari’ah bisa
dikatakan sah dan sesuai dengan hukum ekonomi syari’ah, yaitu
sebagai berikut;

a. Bank dan nasabah akan menandatangani perjanjian umum
terkait dengan nasabah selaku pembeli berjanji untuk membeli
barang tersebut dan Bank selaku penjual berjanji untuk menjual

49 Mukhlisin, MURABAHAH : Konsep & Aplikasinya dalam Perbankan Islam,
(Yogyakarta, Deepublish, 2018), 121.

%0 DSN MUI, “Fatwa Dewan Syari’ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No:
04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah”, Himpunan Fatwa DSN MUI, 2000, 4.

5L PERMA, “Peraturan Mahkamah Agung No: 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi
Hukum Ekonomi Syari’ah”, 2008, 40-41.
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barang tersebut, disertai dengan margin keuntungan yang
diperoleh dari harga beli pertama ditambahkan dengan
keuntungan.

b. Bank selaku (pemberi pembiayaan) diperbolehkan untuk
meminta nasabah selaku (penerima pembiayaan) agar
mewakilinya untuk membeli sendiri barang yang
dibutuhkannya. Dengan menggunakan akad wakalah yang
ditandatangani oleh kedua belah pihak (Bank dan nasabah),
akan tetapi pembelian tersebut atas nama Bank bukan atas nama
nasabah.

c. Ketika nasabah membeli barang atas nama Bank, pada tahap ini
risiko atas kerusakan barang dll, masih pada kuasa Bank.

d. Pada saat nasabah berhasil membeli barang atas nama Bank,
nasabah akan memberitahukan hal tersebut kepada Bank, dan
pada saat itu juga nasabah melakukan penawaran kepada Bank
untuk membeli barang tersebut dari Bank.

e. Setelah itu Bank akan menerima penawaran tersebut, serta
berlangsungnya akad jual beli murabahah yang dibayarkan
secara cicilan sesuai dengan kesepakatan para pihak. Jika proses
akad tersebut sudah selesai maka barang yang menjadi objek
akad tersebut secara kepemilikan serta risikonya beralih tangan
ke nasabah.®?

52 Mukhlisin, MURABAHAH : Konsep & Aplikasinya dalam Perbankan Islam,
(Yogyakarta, Deepublish, 2018), 121-122.



BAB III

IMPLEMENTASI AKAD WAKALAH WAL MURABAHAH
PADA PEMBIAYAAN PERTANIAN PADI DI BANK BTPN
SYARI’AH MMS CIKEDUNG

A. Profil Bank BTPN Syari’ah MMS Cikedung

1. Sejarah Bank BTPN Syari’ah

Bank BTPN Syari’ah lahir pada 2014, dibentuk dari
penggabungan dua kelompok yaitu PT Bank Sahabat Purba
Danarta dan Unit Usaha Syari’ah (UUS) BTPN. Bank Sahabat
Purba Danarta didirikan pada Maret 1991 yang berpusat di
Semarang yang berlisensi non devisa (belum mempunyai izin
untuk melakukan transaksi dengan mata uang asing). Pada 20
Januari 2014 sebagian besar saham Bank Sahabat Purba Danarta,
yaitu 70 % diakusisi oleh PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional
Tbk (BTPN) yang sekarang berubah nama menjadi PT Bank
SMBC Indonesia Tbk. Kemudian pada 22 Mei 2014 dikonversi
menjadi Bank BTPN syari’ah berdasarkan surat keputusan Otoritas
Jasa Keuangan (OJK).

Unit Usaha Syari’ah (UUS) BTPN berperan penting dalam
berdirinya Bank BTPN Syari’ah. Unit ini dulunya adalah bagian
dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk dan fokus utamanya adalah
melayani serta memberdayakan keluarga yang belum sejahtera di
seluruh Indonesia. Unit Usaha Syari’ah BTPN ini sudah berjalan
sejak Maret 2008, yang kemudian pada 14 Juli 2014 spin off dan
bergabung dengan ke BTPN Syari’ah.

Jadi dapat dikatakan bahwa Bank BTPN Syari’ah adalah
anak perusahaan dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk, dengan
kepemilikan saham 70 % serta merupakan Bank syari’ah ke 12 di
Indonesia.*

Bank BTPN Syari’ah mempunya visi, misi serta nilai-nilai
agar bisa mencerminkan tujuan usahanya untuk membantu jutaan
rakyat Indonesia menjadi terpenuhi.

! Nursahadah, Branch Manager BTPN Syari’ah MMS Cikedung, wawancara
pribadi, 20 Februari 2025.
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a. Visi Bank BTPN Syari’ah
“Menjadi Bank syari’ah terbaik untuk keuangan inklusif,
mengubah hidup berjuta rakyat Indonesia”.

b. Misi Bank BTPN Syari’ah
“Bersama, kita ciptakan kesempatan tumbuh dan hidup yang
berarti”.

c. Nilai Bank BTPN syari’ah
“PRISMA — Profesional, Integritas, Saling menghargai, Kerja

» 2
sama .

2. Struktur Bank BTPN Syari’ah MMS Cikedung

Lokasi kantor dari Bank BTPN Syari’ah MMS Cikedung
sendiri terletak di JI. Balai Desa 3 Jambak, Kec. Cikedung,
Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

Bank BTPN Syari’ah MMS Cikedung dalam menjalankan
operasionalnya mempunyai struktur organisasi, tujuannya adanya
struktur organisasi ini adalah agar kerja Bank BTPN Syari’ah
MMS Cikedung ini dapat berjalan dengan lancar dan bisa
berkembang, berikut ini adalah struktur organisasi Bank BTPN
Syari’ah MMS Cikedung:

. Direktur Utama : Hadi Wibowo

b. Distribution Head 1 : Firmansyah

c. Business Coach Jawa Barat 6 : Danny Indrayana

d. Senior Business Manager : Alinda Aimmatul Khairiyah
e

f.

o

. Branch Manager : Nursahadah
Community Officer :
1) Tarsiti.
2) Noviasih.
3) Novi Yana.
4) Nurhalimatun Afiyah.
5) Diah Ayu.
6) Wianur Intiya Angesti.
7) Regina.
8) Deni Agustin.
9) Kurnengsih.®

2 BTPN Syari’ah, Tentang kami: visi misi nilai,
https://www.btpnsyari’ah.com/misi-visi-nilai diakses pada hari Selasa, 25 Februari 2025.

3 Nursahadah, Branch Manager BTPN Syari’ah MMS Cikedung, wawancara
pribadi, 20 Februari 2025.
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Gambar 1
Struktur Organisasi Bank BTPN Syari’ah MMS Cikedung.
Direktur Utama
DH 1 <—
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B. Produk dan Layanan di Bank BTPN Syari’ah MMS Cikedung
1. Pendanaan

a. Tepat Tabungan
Tepat tabungan adalah sebuah jenis produk tabungan,
dalam produk tepat tabungan ini menggunakan akad wadiah
yvad dhamanah. Di dalam produk ini mempunyai beberapa
manfaat di antaranya bisa melakukan penarikan tunai kapan
saja, bebas setoran awal dan bebas biaya administrasi bulanan,
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serta nasabah bisa bebas leluasa untuk melakukan penarikan
tunai tanpa batas.

. Tepat Deposito

Tepat deposito adalah sebuah jenis produk pendanaan,
yang mana produk pendaan ini dalam penarikannya hanya dapat
dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan
antara nasabah dengan Bank BTPN Syari’ah, dalam tepat
deposito ini menggunakan akad mudharabah muthlagah.
Dalam produk ini memiliki jasa penyimpanan uang dengan
jangka waktu 1, 2, 3,4,5,6,7, 8,9, 10, 11, 12, dan 24 bulan.

. Tepat Tabungan Platinum

Tepat tabungan platinum adalah sebuah jenis produk
tabungan, yang mana produk tabungan platinum ini lebih
spesifik untuk kebutuhan nasabah perorangan, akad yang
dipakai dalam tepat tabungan platinum adalah menggunakan
akad mudharabah muthlagah (bagi hasil).

. Tepat Tabungan Rencana

Tepat tabungan rencana adalah sebuah jenis produk
tabungan, yang mana produk tabungan rencana ini
menggunakan skema menabung yang mana jangka waktunya
sudah di tentukan, dalam tepat tabungan rencana ini terdapat 2
jenis yaitu tepat tabungan rencana qurban dan tepat tabungan
rencana haji dan umrah. Produk ini menggunakan akad wadiah
vadh dhamanah.

. Rekening Tabungan Jamaah Haji

Rekening tabungan jamaah haji adalah sebuah jenis
produk tabungan, yang mana produk tersebut akan
memudahkan nasabah yang ingin mempersiapkan biaya untuk
penyelenggaraan ibadah haji. Produk ini menggunakan akad
wadiah yadh dhamanah, produk ini juga sudah mendapatkan
izin dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagai
Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji
(BPS BPIH).
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f. Tepat Giro
Tepat giro adalah sebuah jenis produk pendanaan, yang
mana produk tepat giro ini akan memberikan kemudahan bagi
nasabah yang ingin bertransaksi menggunakan cek atau bilyet
giro. Produk ini menggunakan akad wadiah yadh dhamanah.

g. Tepat Tabungan Syari’ah

Tepat tabungan syari’ah adalah sebuah jenis produk
tabungan, dalam produk ini menggunakan akad wadiah yadh
dhamanah. Produk ini diluncurkan agar bisa mendukung
influsif keuangan yaitu agar dapat memberikan layanan akses
keuangan yang mudah dan merata kepada seluruh masyarakat.
Dalam produk ini memberikan beberapa manfaat salah satunya
nasabah bisa lebih mudah untuk melakukan transaksi seperti
melakukan pembayaran tagihan, pembayaran pembelian yang
mana transaksi-transaksi tersebut bisa dilakukan melalui
telepon seluler atau Mitra Tepat BPTN Syari’ah.

h. Tepat Tabungan Syari’ah Agen

Tepat tabungan syari’ah agen adalah sebuah produk yang
berjenis tabungan, tepat tabungan syari’ah agen ini merupakan
sebuah produk tabungan yang berbasis telepon seluler (USSD)
maupun non telepon seluler (kode QR). Dalam produk ini
nasabah bisa melakukan transaksi sendiri atau bisa juga melalui
agen yang sudah di sudah ditunjuk BTPN Syari’ah. Dalam
produk ini nasabah bisa melakukan transfer dana, pembelian
pulsa, pembayaran tagihan dan lain sebagainya. Akad yang di
gunakan dalam produk ini yaitu menggunakan akad wadiah.

i. Tepat Tabungan Platinum Bisnis
Tepat tabungan platinum bisnis adalah produk yang
berjenis tabungan, dalam produk ini dikhususkan untuk
transaksi keuangan perusahaan saja. Akad yang digunakan
dalam produk ini yaitu menggunakan akad mudharabah
muthlagah.*

4 BTPN Syari’ah, Produk & Layanan Pendanaan,
https://www.btpnsyari’ah.com/p/pendanaan, diakses pada hari Rabu, 26 Februari 2025.
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2. Pembiayaan

a. Tepat Pembiayaan Syari’ah Kelompok

Tepat pembiayaan syari’ah kelompok adalah pembiayaan
yang di tunjukan kepada perempuan prasejahtera produktif,
produk ini berjenis pembiayaan dan tabungan. Tepat
pembiayaan syari’ah kelompok ini berfokus pada pembangunan
karakter dan kebiasaan-kebiasaan baik nasabah, yaitu Berani
berusaha, Disiplin, Kerja keras, serta Saling membantu
(BDKS). Akad yang digunakan dalam produk ini yaitu
menggunakan akad jual beli (akad wakalah wal murabahah).
Dalam produk ini margin keuntungannya adalah 30 %. Pada
Pembiayaan Syari’ah kelompok barang yang dijadikan objek
berupa obat-obat pertanian seperti: pupuk padi, obat semprot,
serta bibit padi.

Tepat Pembiayaan Modal Kerja Syari’ah kepada Perusahaan
Pembiayaan

Tepat pembiayaan modal kerja syari’ah kepada
perusahaan pembiayaan adalah pembiayaan modal kerja yang
di tunjukan kepada perusahaan pembiayaan syari’ah, akad yang
digunakan dalam produk ini yaitu menggunakan akad bagi hasil
(akad musyarakah), agar dapat memenuhi pembiayaan nasabah
yang untuk saat ini belum dapat dipenuhi oleh BTPN Syari’ah.
Contohnya pembiayaan kendaraan roda dua atau roda empat,
yang mana nantinya akan bekerja sama dengan Bank induk agar
dapat memberikan pembiayaan kepada  perusahaan
pembiayaan, hal itu bertujuan agar dapat memperluas
portofolio produk dengan menawarkan berbagai macam produk
(diversifikasi produk).®

C. Implementasi akad wakalah wal murabahah pada pertanian padi
di Bank BTPN Syari’ah MMS Cikedung

Dalam melakukan pembiayaan syari’ah kelompok pada

pembiayaan pertanian padi menggunakan akad wakalah wal
murabahah tentu harus melewati proses-prosesnya di antaranya yaitu:

5

BTPN Syari’ah, Produk & Layanan Pembiayaan,

https://www.btpnsyari’ah.com/p/pembiayaan, diakses pada hari Rabu, 26 Februari 2025.



https://www.btpnsyariah.com/p/pembiayaan

48

1. Mini Meeting, adalah proses mensosialisasikan produk
pembiayaan syari’ah kelompok kepada masyarakat.

2. Projection Meeting, adalah tahap pengisian formulir dan
pengumpulan persyaratan bagi calon nasabah yang akan mengikuti
pembiayaan syari’ah kelompok.

3. Survei, adalah proses pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Bank
BTPN Syari’ah MMS Cikedung terhadap usaha yang diajukan oleh
calon nasabah. Selain itu, pihak Bank juga akan menanyakan
kepada tetangga-tetangga nasabah, terkait dengan keseharian
nasabah.

4. Proses analisis, adalah proses di mana pihak Bank akan
menganalisis apakah calon nasabah ini layak atau tidak untuk
diberikan pembiayaan.

5. Pelatihan Dasar Keanggotaan (PDK), adalah proses pelatihan yang
wajib di ikuti oleh nasabah yang dinyatakan layak mendapatkan
pembiayaan. Proses ini berlangsung selama 5 hari berturut-turut, di
mana dalam PDK ini nasabah akan diberi pelatihan dalam hal
mengelola keuangan serta nasabah akan diberikan pemahaman
yang lebih detail terkait dengan produk pembiayaan syari’ah
kelompok.

6. Akad dan pencairan, adalah proses perjanjian, di mana pihak Bank
dan nasabah akan melakukan akad wakalah dan akad murabahah
di waktu yang bersamaan. Setelah itu pihak Bank akan mentransfer
sejumlah dana (sesuai dengan akad) ke rekening nasabah untuk
membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah, yang nantinya
nasabah akan membeli barangnya sendiri karena pihak bank sudah
mewakilkan kuasanya kepada nasabah untuk membeli barang.
Dalam pembelian barangnya atas nama nasabah bukan atas nama
bank.

7. Membayar angsuran. Pada saat angsuran pertama nasabah wajib
menyerahkan bukti pembayaran (kwitansi) kepada pihak Bank,
sebagai bukti bahwa nasabah benar-benar membeli barang
tersebut.’

Sedangkan menurut para nasabah, menjelaskan bahwa dalam
pembiayaan syari’ah kelompok pada pembiayaan pertanian padi

6 Nursahadah, Branch Manager BTPN Syari’ah MMS Cikedung, wawancara
pribadi, 20 Februari 2025.



49

menggunakan akad wakalah wal murabahah ini harus melewati
beberapa proses dari awal sampai pencairan, di antaranya yaitu:

1.

Pihak Bank BTPN Syari’ah MMS Cikedung menawarkan produk
pembiayaan syari’ah kelompok (wakalah wal murabahah) kepada
masyarakat.

Lalu apabila ada masyarakat yang tertarik untuk mengikuti
pembiayaan tersebut, maka masyarakat atau calon nasabah ini
diharuskan ~ mengisi formulir =~ pembiayaan  sekaligus
mengumpulkan persyaratan pembiayaan seperti KTP, KK, dan
KTP suami.

Setelah pengumpulan formulir selesai, proses selanjutnya survei
dari pihak Bank terhadap rumah dan usaha yang ingin di ajukan
pembiayaan, serta pihak Bank BTPN Syari’ah MMS Cikedung
juga akan menanyakan kepada tetangga-tetangga calon nasabah,
terkait dengan kehidupan sehari-harinya, apakah calon nasabah
tersebut bermasalah atau tidak.

Proses selanjutnya setelah survei yaitu pihak Bank akan
menganalisis apakah pembiayaan yang diajukan dapat di terima
atau di tolak.

Apabila pembiayaannya diterima proses selanjutnya adalah
sekolah atau Pelatihan Dasar Keanggotaan (PDK) yang
berlangsung 5 hari berturut-turut, di dalam PDK ini berisi tentang
pelatihan-pelatihan serta penjelasan terkait dengan pembiayaan ini,
ibu Suherni menjelaskan bahwa dalam PDK juga nantinya nasabah
diharuskan membuat grup yang terdiri dari 5 orang. Setelah
membuat grup selanjutnya membuat sentra yang nantinya menjadi
lokasi semua kegiatan dalam pembiayaan, contohnya seperti
membayar angsuran dll. Setelah itu pemilihan ketua grup.

Setelah proses PDK selesai proses selanjutnya yaitu akad. Dalam
akad wakalah dan murabahah dilakukan secara bersamaan. Yaitu
penandatanganan akad wakalah lalu setelah itu di waktu yang
bersamaan  penandatanganan akad murabahah.  Setelah
penandatanganan akad selesai di hari yang sama uang akan
dicairkan lewat rekening tabungan milik nasabah. Setelah uang cair
barulah nasabah akan membeli barangnya. Dan pembelian
barangnya atas nama nasabah.

Pada proses yang terakhir setelah nasabah membelikan barang
pembiayaannya, nasabah harus menunjukkan bukti pembelian
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barang tersebut pada waktu penarikan angsuran yang dilakukan
setiap 2 minggu sekali.
Gambar 2
Formulir Aplikasi Permohonan Pembiayaan dan Pembukaan
Rekening (AP3R) Bank BTPN Syari’ah MMS Cikedung.

Nasabah yang menerima pembiayaan pertanian padi
menggunakan akad wakalah wal murabahah, tentu adalah nasabah
yang telah melewati proses-proses yang sudah dijelaskan di atas.
Dalam nominalnya atau jumlah pembiayaannya tentunya berbeda-
beda tergantung pada kebutuhan dari masing-masing nasabah tersebut.
Berikut ini adalah contoh rincian beberapa nasabah yang menerima
pembiayaan untuk kebutuhan pertanian padi menggunakan akad
wakalah wal murabahah di Bank BTPN Syari’ah MMS Cikedung;

Pertama, Tbu Khotimah (57 tahun) mengajukan pembiayaan
sebesar 3.000.000 (tiga juta ribu rupiah) untuk jenis usaha pertanian
padi, yang mana dana tersebut digunakan untuk membeli pupuk urea.
Pembiayaan ini dibayarkan secara mengangsur dengan jangka waktu
52 minggu, dan jumlah angsuran 25 kali yang dibayarkan setiap 2
minggu sekali, sedangkan margin keuntungan yang diambil Bank
sebesar 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah).’

Kedua, Tbu Ernawati (34 tahun) mengajukan pembiayaan
sebesar 10.000.000 (sepuluh juta ribu rupiah) untuk jenis usaha

" Khotimah, Nasabah Bank BTPN Syari’ah MMS Cikedung, wawancara pribadi,
24 Februari 2025.
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pertanian padi, yang mana dana tersebut digunakan untuk membeli
pupuk, obat semprot, dan bibit padi. di antaranya yaitu ts dan poska
sebesar 2.000.000 (dua juta ribu rupiah), urea sebesar 2.000.000 (dua
juta ribu rupiah), abasel dan sepontan sebesar 1.000.000 (satu juta ribu
rupiah), dan bibit padi sebesar 5.000.000 (lima juta ribu rupiah).
pembiayaan ini dibayarkan secara mengangsur dengan jangka waktu
52 minggu, dan jumlah angsuran 25 kali yang dibayarkan setiap 2
minggu sekali, sedangkan margin keuntungan yang diambil Bank
sebesar 3.000.000 (tiga juta ribu rupiah).®

Ketiga, Tbu Kusnaeni (45 tahun) mengajukan pembiayaan
sebesar 6.000.000 (enam juta ribu rupiah) untuk jenis usaha pertanian
padi, yang mana dana tersebut digunakan untuk membeli pupuk dan
obat semprot, di antaranya yaitu puradan sebesar 1.500.000 (satu juta
lima ratus ribu rupiah), urea sebesar 1.5000.000 (satu juta lima ratus
ribu rupiah), sepontan sebesar 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu
rupiah), abasel sebesar 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),
dan mutiara sebesar 1.5000.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
pembiayaan ini dibayarkan secara mengangsur dengan jangka waktu
78 minggu, dan jumlah angsuran 37 kali yang dibayarkan setiap 2
minggu sekali, sedangkan margin keuntungan yang diambil Bank
sebesar 2.658.000 (dua juta enam ratus delapan ribu rupiah).’

Keempat, Tbu Masidah (54 tahun) mengajukan pembiayaan
sebesar 3.000.000 (tiga juta ribu rupiah) untuk jenis usaha pertanian
padi, yang mana dana tersebut digunakan untuk membeli pupuk dan
obat semprot, di antaranya yaitu abasel sebesar 250.000 (dua ratus
lima puluh ribu rupiah), plenum sebesar 250.000 (dua ratus lima puluh
ribu rupiah), urea sebesar 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),
poska sebesar 500.000 (lima ratus ribu rupiah), sepontan sebesar
500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan mutiara sebesar 750.000 (tujuh
ratus lima puluh ribu rupiah). pembiayaan ini dibayarkan secara
mengangsur dengan jangka waktu 52 minggu, dan jumlah angsuran 25
kali yang dibayarkan setiap 2 minggu sekali, sedangkan margin

8 Ernawati, Nasabah Bank BTPN Syari’ah MMS Cikedung, wawancara pribadi,
24 Februari 2025.

9 Kusnaeni, Nasabah Bank BTPN Syari’ah MMS Cikedung, wawancara pribadi,
24 Februari 2025.
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keuntungan yang diambil Bank sebesar 900.000 (sembilan ratus ribu
rupiah).*

10 Masidah, Nasabah Bank BTPN Syari’ah MMS Cikedung, wawancara pribadi,
24 Februari 2025.



BAB 1V

ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARI’AH TERHADAP

IMPLEMENTASI AKAD WAKALAH WAL MURABAHAH

PADA PEMBIAYAAN PERTANIAN PADI DI BANK BTPN
SYARI’AH MMS CIKEDUNG

A. Implementasi akad wakalah wal murabahah pada pembiayaan
pertanian padi di Bank BTPN Syari’ah MMS Cikedung

Dalam melakukan pembiayaan syari’ah kelompok pada
pembiayaan pertanian padi menggunakan akad wakalah wal
murabahah tentu harus melewati proses-prosesnya di antaranya yaitu:

1. Mini Meeting
Proses yang pertama yaitu MM atau Mini Meeting, pada
proses ini Bank BTPN Syari’ah MMS Cikedung yang diwakilkan
oleh Community Office akan mensosialisasikan sekaligus
menawarkan produk pembiayaan syari’ah kelompok kepada
masyarakat, yaitu menjelaskan beberapa struktur pembiayaan di
antaranya yaitu:

a. Nominal pembiayaan
Batas minimal dalam pembiayaan syari’ah kelompok
yang menggunakan akad wakalah wal murabahah ini adalah
2.000.000 dan maksimal 3.000.000 untuk nasabah baru,
sedangkan untuk nasabah lama batas minimalnya adalah
5.000.000 dan batas maksimalnya 30.000.000 (tergantung
usaha nasabahnya).

b. Jaminan
Dalam produk pembiayaan syari’ah kelompok tidak
diperlukan adanya jaminan, dengan kata lain nasabah yang
ingin mengajukan pembiayaan tidak diperlukan jaminan dalam
mengajukan pembiayaannya.

53
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c. Barang atau objek dalam produk pembiayaan
Dalam produk pembiayaan ini yang dijadikan objek atau
barang berupa produk-produk pertanian karena dalam produk
pembiayaan ini adalah pembiayaan untuk pertanian padi.
Contohnya seperti pupuk, obat semprot, bibit padi, dll.

d. Jangka waktu pembiayaan
Dalam produk pembiayaan syari’ah kelompok
pembayarannya itu menggunakan sistem mengangsur yang
mana jangka waktu angsurannya adalah minimal 1 tahun atau
52 minggu, yang mana angsurannya 26 kali, yang harus
dibayarkan nasabah setiap 2 minggu sekali, dan nasabah diberi
keringanan 1 kali bebas angsuran yaitu pada hari raya idul fitri.

e. Margin
Dalam  pembiayaan syari’ah  kelompok  yang
menggunakan akad wakalah wal murabahah bank BTPN
Syari’ah MMS Cikedung mengambil margin keuntungannya 30
%.

f. Uang Pertanggungjawaban Sentra (UPS)

Fungsi dari UPS sendiri adalah sebagai uang cadangan
apabila ada nasabah yang tidak bisa membayar angsuran maka
dibayarkan dulu menggunakan UPS, yang mana UPS ini
berbeda beda tergantung pembiayaan dari nasabah. Contohnya
nasabah dengan pembiayaan 1.000.000 — 5.000.000 UPS nya
adalah 35.0000, sedangkan untuk nasabah dengan pembiayaan
5.000.000 — 10.000.000 UPS nya adalah 60.000.

g. Pembukaan rekening
Pembukaan rekening di sini tujuannya adalah untuk
proses pencarian pembiayaan, yang nantinya pencairan tersebut
akan dicairkan melalui rekening ini, dan nominal jumlah saldo
untuk pembukaan rekening ini adalah 10% dari total
pembiayaan.

2. Projection Meeting
Selanjutnya setelah melewati proses Mini Meeting, proses
selanjutnya yaitu Proction Meeting, di mana dalam proses ini calon
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nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan syari’ah kelompok
harus memenuhi beberapa syarat di antaranya yaitu:

a. Warga Negara Indonesia (WNI).

b. Minimum usia 18 tahun bagi perempuan yang sudah atau
pernah menikah, dan 21 tahun bagi yang belum menikah. Usia
maksimum 60 tahun.

c. Merupakan penduduk asli setempat tidak sedang kost atau
mengontrak.

d. Di dalam satu rumah hanya diperbolehkan mengajukan satu
pembiayaan, maka dari itu apabila diketahui dalam satu rumah
ada dua calon nasabah yang mengajukan pembiayaan, maka
hanya satu yang akan diterima pengajuannya.

Selanjutnya nasabah akan mengumpulkan beberapa
dokumen di antaranya yaitu:

Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk).

Fotocopy KK (Kartu Keluarga).

KTP Suami

Mengisi aplikasi Permohonan Pembiayaan dan Pembukaan
Rekening (AP3R) yang harus di isi dengan lengkap dan harus
ditandatangani oleh nasabah.

/o o

. Survei

Setelah proses pengisian formulir dan pengumpulan
persyaratan, proses selanjutnya adalah survei ke rumah dan usaha
calon nasabah yang di lakukan oleh pihak Bank BTPN Syari’ah
MMS yang diwakilkan oleh Community Office, serta melakukan
wawancara dengan tetangga yang bertujuan untuk menanyakan
terkait dengan nasabah, hal tersebut dilakukan bertujuan agar bisa
mengetahui kehidupan sehari-hari dari calon nasabah tersebut.

. Proses analisis

Proses selanjutnya setelah Bank BTPN Syari’ah MMS
Cikedung melakukan survei ke rumah dan usaha nasabah, proses
selanjutnya adalah pihak Bank BTPN Syari’ah MMS Cikedung
akan menganalisis pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah
tersebut apakah layak atau tidak untuk diberikan pembiayaan.
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5. Pelatihan Dasar Keanggotaan (PDK)

Setelah proses analisis lalu keputusannya bahwa calon
nasabah tersebut dinyatakan layak untuk menerima pembiayaan,
maka proses selanjutnya adalah Pelatihan Dasar Keanggotaan
(PDK). PDK ini bersifat wajib bagi nasabah yang telah lolos proses
analisis, pelatihan ini diadakan 5 hari berturut-turut, dalam proses
pelatihan ini juga nasabah akan diberi pelatihan-pelatihan seperti
pelatihan dalam mengelola keuangan secara sederhana, serta
nasabah akan diberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait
dengan pembiayaan syari’ah kelompok (wakalah wal murabahah).
Dalam PDK ini juga nasabah diharuskan untuk membuat
kelompok yang terdiri dari lima orang dengan syarat satu dengan
yang lainnya sama-sama kenal, harus solid serta saling percaya satu
sama lain, hal ini ditekankan karena apabila salah satu dari
anggotanya ada yang telat bayar maka akan ditanggung oleh semua
anggota  kelompoknya  dengan  menggunakan  Uang
Pertanggungjawaban Sentra (UPS), setelah proses pembentukan
kelompok proses selanjutnya adalah pembentukan sentra, yang
mana sentra sendiri yaitu lokasi yang dijadikan semua kegiatan dan
transaksi dilakukan. Setelah pembentukan sentra sudah ditentukan
maka proses selanjutnya adalah pemilihan ketua sentra yang
nantinya akan mengkoordinasi kelompoknya.

6. Akad dan pencairan

Setelah melewati berbagai proses mulai dari mini meeting,
projection meeting, survei, proses analisis, sampai dengan
mengikuti Pelatihan Dasar Keanggotaan (PDK). Lalu setelah itu
nasabah akan melakukan proses akad dan pencairan, di mana
proses akad dalam pembiayaan syari’ah kelompok ini
menggunakan akad wakalah wal murabahah. Akad wakalah wal
murabahah dilaksanakan secara bersama-sama, yaitu akad
wakalah dan akad murabahah dilakukan secara bersamaan, setelah
proses penandatanganan akad ini Bank BTPN Syari’ah MMS
Cikedung akan langsung mencairkan dana tersebut lewat rekening
tabungan nasabah di hari yang sama. Setelah itu karena ini
menggunakan akad wakalah wal murabahah, nasabah akan
membeli barang-barang untuk kebutuhan usahanya sendiri, karena
pihak Bank sudah mewakilkan kuasanya kepada nasabah.
Pembelian barang-barang tersebut dibeli oleh nasabah atas nama
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nasabah itu sendiri, sehingga kerusakan dll dari barang-barang
tersebut langsung menjadi tanggung jawab dari nasabah.

7. Membayar angsuran

Setelah proses akad dan pencairan, proses selanjutnya
adalah membayar angsuran yang telah disepakati sebelumnya,
dalam penarikan angsuran ini juga pihak Bank akan menanyakan
kepada nasabah terkait dengan bukti pembelian (kwitansi) barang
usaha, apakah pembelian barang tersebut sesuai dengan barang
yang sudah tertulis dalam akad atau tidak. Apabila barang tersebut
tidak sesuai dengan barang yang tertulis dalam akad, maka nasabah
akan di minta untuk menuliskan lagi nama barang tersebut di
Formulir Pembaharuan Pembelian Barang (FPPB).!

Sedangkan menurut para nasabah, menjelaskan bahwa dalam
pembiayaan syari’ah kelompok pada pembiayaan pertanian padi
menggunakan akad wakalah wal murabahah ini  harus melewati
beberapa proses dari awal sampai pencairan, di antaranya yaitu:

1. Pihak Bank BTPN Syari’ah MMS Cikedung menawarkan produk
pembiayaan syari’ah kelompok (wakalah wal murabahah) kepada
masyarakat.

2. Lalu apabila ada masyarakat yang tertarik untuk mengikuti
pembiayaan tersebut, maka masyarakat atau calon nasabah ini
diharuskan  mengisi formulir =~ pembiayaan  sekaligus
mengumpulkan persyaratan pembiayaan seperti KTP, KK, dan
KTP suami.

3. Setelah pengumpulan formulir selesai, proses selanjutnya survei
dari pihak Bank terhadap rumah dan usaha yang ingin di ajukan
pembiayaan, serta pihak Bank BTPN Syari’ah MMS Cikedung
juga akan menanyakan kepada tetangga-tetangga calon nasabah,
terkait dengan kehidupan sehari-harinya, apakah calon nasabah
tersebut bermasalah atau tidak.

4. Proses selanjutnya setelah survei yaitu pihak Bank akan
menganalisis apakah pembiayaan yang diajukan dapat di terima
atau di tolak.

! Nursahadah, Branch Manager BTPN Syari’ah MMS Cikedung, wawancara
pribadi, 20 Februari 2025.



58

5. Apabila pembiayaannya diterima proses selanjutnya adalah
sekolah atau Pelatihan Dasar Keanggotaan (PDK) yang
berlangsung 5 hari berturut-turut, di dalam PDK ini berisi tentang
pelatihan-pelatihan serta penjelasan terkait dengan pembiayaan ini,
ibu Suherni menjelaskan bahwa dalam PDK juga nantinya nasabah
diharuskan membuat grup yang terdiri dari 5 orang. Setelah
membuat grup selanjutnya membuat sentra yang nantinya menjadi
lokasi semua kegiatan dalam pembiayaan, contohnya seperti
membayar angsuran dll. Setelah itu pemilihan ketua grup.

6. Setelah proses PDK selesai proses selanjutnya yaitu akad. Dalam
akad wakalah dan murabahah dilakukan secara bersamaan. Yaitu
penandatanganan akad wakalah lalu setelah itu di waktu yang
bersamaan  penandatanganan akad murabahah.  Setelah
penandatanganan akad selesai di hari yang sama uang akan
dicairkan lewat rekening tabungan milik nasabah. Setelah uang cair
barulah nasabah akan membeli barangnya. Dan pembelian
barangnya atas nama nasabah.

7. Pada proses yang terakhir setelah nasabah membelikan barang
pembiayaannya, nasabah harus menunjukkan bukti pembelian
barang tersebut pada waktu penarikan angsuran yang dilakukan
setiap 2 minggu sekali.

B. Analisis akad wakalah wal murabahah pada pembiayaan
pertanian padi di Bank BTPN Syari’ah MMS Cikedung di tinjau
dari aspek Hukum Ekonomi Syari’ah

Pada pembiayaan pertanian padi yang dilakukan oleh Bank
BTPN Syari’ah MMS Cikedung, yang mana dalam menjalankannya
menggunakan akad wakalah wal murabahah. Tentu agar pembiayaan
ini bisa dikatakan sah harus memenuhi rukun dan syarat di dalamnya,
yaitu rukun dan syarat wakalah dan murabahah.

Dalam akad wakalah mempunyai rukun dan syarat di antaranya
yaitu; muwakkil (orang yang memberi kuasa/yang mewakilkan), wakil
(orang yang menerima kuasa/yang mewakili), muwakal fiih (objek
yang diwakilkan), sighat (ijab dan qabul).?

2 HM. Pudjihardjo, Nur Faizin Muhith, Fikih Muamalah Ekonomi Syari’ah,
(Malang: UB Press, 2019), 124.
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1. Bank BTPN Syari’ah MMS Cikedung bertindak sebagai muwakkil
dalam pelaksanaan akad wakalah wal murabahah pada
pembiayaan pertanian padi. Dalam hal ini bank diwakilkan oleh
pegawainya yang mana orang-orang tersebut berakal sehat,
dewasa, serta berkompeten secara hukum. Selain itu bank juga
sebagai pemilik uang yang nantinya di gunakan untuk mewakilkan
kepada nasabah untuk membeli barang. Dengan demikian hal
tersebut sudah memenuhi syarat menjadi muwakkil.

2. Nasabah bertindak sebagai wakil dalam pelaksanaan akad wakalah
wal murabahah pada pembiayaan pertanian padi. Nasabah Bank
BTPN Syari’ah MMS Cikedung semuanya orang yang berakal, dan
tidak gangguan jiwa, serta semuanya sudah baligh. Dalam
penelitian ini ada beberapa nasabah yang dijadikan sampel sebagai
narasumber antaranya lain: Ibu Khotimah umur 57 tahun, Ibu
Ernawati umur 34 tahun, Ibu Masidah umur 54 tahun, Ibu Kusnaeni
umur 45 tahun. Dengan demikian hal tersebut sudah memenuhi
syarat menjadi wakil.

3. Barang pertanian seperti pupuk, obat semprot, bibit padi di jadikan
sebagai muwakal fith dalam pelaksanaan akad wakalah wal
murabahah pada pembiayaan pertanian padi. Barang tersebut juga
sudah sama-sama diketahui oleh kedua belah pihak, baik itu dari
pihak Bank maupun dari nasabah. Dan pupuk, obat semprot, bibit
padi adalah sesuatu atau barang yang diperbolehkan menurut
syara’, serta barang-barang yang diwakilkan ini dapat diwakilkan
oleh orang lain, yaitu dengan cara membeli barang-barang
pertanian tersebut. Dengan demikian hal tersebut sudah memenuhi
syarat dari muwakal fiih.

4. Tjab dan gabul dalam pelaksanaan akad wakalah wal murabahah
pada pembiayaan pertanian padi. Dilakukan oleh bank (muwakkil)
dan nasabah (wakil) dalam satu pertemuan (majelis) serta
keduanya sama-sama rela untuk melakukan perjanjian, yang mana
bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang
pertanian, dan nasabah juga menerima menjadi wakil bank untuk
membeli barang pertanian. Yang mana ijab dan qabul ini dilakukan
dalam bentuk surat kesepakatan. Dengan demikian hal tersebut
sudah memenuhi syarat dari sighat.
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Sedangkan dalam akad murabahah mempunyai beberapa rukun
dan syarat di antaranya yaitu; penjual (ba i), pembeli (musytari), objek

yang dibeli, sighat (ijab dan qabul).?

1. Bank BTPN Syari’ah MMS Cikedung bertindak sebagai penjual

(ba’i) dalam pelaksanaan akad wakalah wal murabahah pada
pembiayaan pertanian padi. Bank juga memberitahu kepada
pembeli (nasabah) terkait dengan biaya modal dan margin
keuntungannya, serta semua hal yang menyangkut perjanjian
seperti pembayarannya yang dilakukan secara mengangsur, dll.
Sebagai contoh pembiayaan Ibu Masidah (54 tahun) yang mana
bank memberitahu biaya modalnya yaitu 3.000.000 (tiga juta ribu
rupiah), dengan margin keuntungan yang diambil bank sebesar
30% yaitu 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), yang dibayarkan
secara mengangsur dengan jangka waktu 52 minggu, dengan
jumlah angsuran sebanyak 25 kali, yang dibayarkan setiap 2
minggu sekali. Dengan demikian hal tersebut sudah memenuhi
syarat menjadi penjual (ba 7).

. Nasabah bertindak sebagai pembeli (musytari), dalam pelaksanaan
akad wakalah wal murabahah pada pembiayaan pertanian padi.
Nasabah Bank BTPN Syari’ah MMS Cikedung semuanya
mempunyai kecakapan hukum yaitu sudah baligh, berakal sehat,
dan mampu mengerti dan membuat keputusan secara sadar. Serta
nasabah juga memahami terkait dengan kesepakatan yang sudah
dibuat dengan bank (penjual) seperti biaya modal, margin
keuntungan, serta semua hal yang menyangkut perjanjian. Serta
nasabah sebagai pembeli tidak ada unsur merugikan bagi bank
sebagai penjual, karena nasabah akan membayar biaya modal
beserta margin keuntungannya secara mengangsur. Dalam
penelitian ini ada beberapa nasabah yang dijadikan sampel sebagai
narasumber antaranya lain: Ibu Khotimah umur 57 tahun, Ibu
Ernawati umur 34 tahun, Ibu Masidah umur 54 tahun, Ibu Kusnaeni
umur 45 tahun. Serta sebagai contoh bahwa nasabah itu tidak akan
merugikan bank (penjual) yaitu dengan cara nasabah (pembeli)
selalu membayar angsurannya. Serta memahami segala hal terkait
dengan perjanjian, contohnya Ibu Khotimah (57 tahun) yang
memahami biaya modal bank 3.000.000 (tiga juta ribu rupiah)

8 Muhammadiah, Zulhamdi, “Implementasi Murabahah pada Perbankan

Syari’ah”, Al-Hiwalah: Juornal Syari’ah Economic Law, vol. 1, No. 1, 2022, 65.
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dengan margin sebesar 30% yaitu 900.000, yang dibayarkan secara
mengangsur dengan jangka waktu 52 minggu, dengan jumlah
angsuran sebanyak 25 kali, yang dibayarkan setiap 2 minggu
sekali. Dengan demikian hal tersebut sudah memenuhi syarat
menjadi pembeli (musytari).

3. Barang pertanian seperti pupuk, obat semprot, bibit padi di jadikan
sebagai objek yang diakadkan dalam pelaksanaan akad wakalah
wal murabahah pada pembiayaan pertanian padi. Akan tetapi
barang-barang pertanian yang diakadkan tersebut belum dikuasai
atau dimiliki secara prinsip oleh bank selaku penjual. contohnya
nasabah Ibu Ernawati (34 tahun) yang mengajukan pembiayaan
untuk membeli barang-barang pertanian seperti ts dan poska, urea,
abasel, dan bibit padi. Barang-barang tersebut tidak langsung
dibelikan oleh bank (penjual), akan tetapi bank (penjual) akan
mewakilkan kuasanya kepada Ibu Ernawati (pembeli) untuk
membeli sendiri barangnya, dengan menggunakan akad wakalah,
di waktu yang bersamaan juga dilakukan akad murabahah, tanpa
menunggu barang-barang tersebut dibelikan oleh Ibu Khotimah
(pembeli). Dilakukan dengan cara bank (penjual) akan mentransfer
sejumlah dana ke rekening Ibu Khotimah (pembeli) untuk membeli
barang-barang tersebut. Hal tersebut menurut Wahbah Al-Zuhaili
tidak sah, karena barang tersebut tidak dalam kuasa Bank (penjual)
atau belum dimiliki oleh bank.4 Dengan demikian hal tersebut
tidak memenuhi syarat dari objek yang diakadkan.

4. Keabsahan akad pertama antara penjual (Bank) dengan supplier
(pihak ketiga). Dalam pelaksanaan akad wakalah wal murabahah
pada pembiayaan pertanian padi. Bank tidak membeli sendiri
barang-barang pertanian tersebut, melainkan mewakilkan kepada
nasabah untuk membeli barang-barang pertanian tersebut. Hal
tersebut diperbolehkan dengan catatan nasabah (pembeli) sebagai
wakil dari bank dalam pembelian barangnya harus atas nama bank.
akan tetapi, dalam pelaksanaannya nasabah membeli barang atas
nama dirinya sendiri bukan atas nama bank. Sehingga
mengakibatkan barang yang di perjualbelikan oleh bank itu tidak
di miliki oleh bank. Hal tersebut dapat mengarah kepada bai’ al-
ma’dum (memperjualbelikan sesuatu yang belum dimiliki) yang

4 Wahbah Al-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani
DarulFikir, 2011), 359.
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dilarang oleh fiqih.5 Dengan demikian hal tersebut tidak
memenuhi syarat dari keabsahan akad pertama.

Dengan demikian, pelaksanaan akad wakalah wal murabahah
pada pembiayaan pertanian padi di Bank BTPN Syari’ah MMS
Cikedung, sudah memenuhi rukun dan syarat akad wakalah, akan
tetapi tidak memenuhi rukun dan syarat dalam akad murabahah yaitu
objek atau barang, yang mana dalam pelaksaan yang dilakukan oleh
Bank BTPN Syari’ah MMS Cikedung, barang-barang pertanian yang
menjadi objek akad tersebut belum dikuasai atau dimiliki secara
prinsip oleh bank selaku penjual, yang mana hal tersebut menurut
Wahbah Al-Zuhaili tidak sah, karena barang tersebut tidak dalam
kuasa Bank (penjual) atau belum dimiliki oleh bank.®° Dapat
disimpulkan bahwasanya hal tersebut belum memenuhi syarat dalam
akad murabahah. yang seharusnya objek atau barang tersebut harus
dikuasai atau dimiliki secara prinsip terlebih dahulu oleh bank selaku
penjual, barulah setelah itu bisa menjual barang tersebut kepada
nasabah, karena barang tersebut sudah dimiliki secara prinsip oleh
bank.

Serta keabsahan akad pertama antara bank (penjual) dengan
supplier (pihak ketiga). dalam pelaksanaan yang dilakukan oleh Bank
BTPN Syari’ah MMS Cikedung. Bank tidak membeli sendiri
barangnya, melainkan mewakilkan kepada nasabah untuk membeli
barang, yaitu dengan menggunakan akad wakalah, akan tetapi
pembelian barang tersebut tidak atas nama bank, melainkan atas nama
nasabah itu sendiri. Sehingga mengakibatkan barang yang di
perjualbelikan oleh bank itu tidak di miliki oleh bank. Hal tersebut
dapat mengarah kepada bai’ al-ma’dum (memperjualbelikan sesuatu
yang belum dimiliki) yang dilarang oleh figih. Yang seharusnya
nasabah membeli barang-barang pertanian tersebut sebagai wakil dari
bank atas nama bank, agar barang tersebut menjadi milik bank.
Barulah setelah barang tersebut sudah berhasil dibelikan oleh nasabah
atas nama bank, setelah itu dilakukan akad murabahah. karena barang
tersebut secara prinsip sudah menjadi milik bank.”

5 Mukhlisin, MURABAHAH : Konsep & Aplikasinya dalam Perbankan Islam,
(Yogyakarta, Deepublish, 2018), 120.

6 Wahbah Al-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani
DarulFikir, 2011), 359.

" Mukhlisin, MURABAHAH : Konsep & Aplikasinya dalam Perbankan Islam,
(Yogyakarta, Deepublish, 2018), 120.
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Dalam praktiknya produk pembiayaan syari’ah kelompok pada
pembiayaan pertanian padi di Bank BTPN Syari’ah MMS Cikedung
menggunakan akad wakalah wal murabahah. Dalam mekanismenya,
bank akan menawarkan pembiayaan lalu nasabah akan melakukan
permohonan pembiayaan yang nantinya pihak Bank BTPN Syari’ah
MMS Cikedung tidak membeli sendiri barangnya, akan tetapi
memberikan sejumlah dana kepada nasabah untuk membeli barang
yang dibutuhkan, dengan memberikan kewenangan untuk membeli
barang yang dibutuhkan kepada nasabah, menggunakan akad
wakalah. Akan tetapi untuk harganya tetap mengikuti ketentuan akad
murabahah yaitu harga asli ditambah dengan margin keuntungan, di
Bank BTPN Syari’ah MMS Cikedung sendiri marginnya adalah 30%.
Jadi dapat dikatakan bahwa fungsi dari Bank BTPN Syari’ah MMS
Cikedung hanya sebagai menyedia dana saja. Kedua akad tersebut
yaitu akad wakalah dan akad murabahah ini dilakukan secara
bersama-sama, dalam satu waktu.®

Sebuah perjanjian atau akad akan menghasilkan akibat
kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan
tertentu, sebagai akibat logis dari adanya sebuah hubungan kontrak.
Namun, meskipun demikian agar adanya kekuatan yang mengikat
tersebut, harus ada beberapa persyaratan di dalamnya yang harus
dipenuhi. Oleh karena itu dalam suatu akad persyaratan yang
dimaksud adalah harus memenuhi rukun dan syarat di dalamnya.®
Dalam hal ini yaitu rukun dan syarat dari akad wakalah dan akad
murabahah, karena Bank BTPN Syari’ah MMS Cikedung dalam
produk pembiayaan syari’ah kelompok pada pembiayaan pertanian
padi dalam menjalankannya menggunakan akad wakalah wal
murabahah (wakalah dan murabahah).

Pada pengimplementasian produk pembiayaan syari’ah
kelompok pada pembiayaan pertanian padi di Bank BTPN Syari’ah
MMS Cikedung yang mana dalam penerapannya menggunakan akad
wakalah wal murabahah. Yang mana mekanisme dalam penerapannya
adalah sebagai berikut:

8 Nursahadah, Branch Manager BTPN Syari’ah MMS Cikedung, wawancara
pribadi, 20 Februari 2025.

9 Muhammad Abdul Wahab, Teori Akad Dalam Figih Muamalah, (Jakarta
Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 15.
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1. Mini Meeting, adalah proses mensosialisasikan produk
pembiayaan syari’ah kelompok kepada masyarakat.

2. Projection Meeting, adalah tahap pengisian formulir dan
pengumpulan persyaratan bagi calon nasabah yang akan mengikuti
pembiayaan syari’ah kelompok.

3. Survei, adalah proses pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Bank
BTPN Syari’ah MMS Cikedung terhadap usaha yang diajukan oleh
calon nasabah. Selain itu, pihak Bank juga akan menanyakan
kepada tetangga-tetangga nasabah, terkait dengan keseharian
nasabah.

4. Proses analisis, adalah proses di mana pihak Bank akan
menganalisis apakah calon nasabah ini layak atau tidak untuk
diberikan pembiayaan.

5. Pelatihan Dasar Keanggotaan (PDK), adalah proses pelatihan yang
wajib di ikuti oleh nasabah yang dinyatakan layak mendapatkan
pembiayaan. Proses ini berlangsung selama 5 hari berturut-turut, di
mana dalam PDK ini nasabah akan diberi pelatihan dalam hal
mengelola keuangan serta nasabah akan diberikan pemahaman
yang lebih detail terkait dengan produk pembiayaan syari’ah
kelompok.

6. Akad dan pencairan, adalah proses perjanjian, di mana pihak Bank
dan nasabah akan melakukan akad wakalah dan akad murabahah
di waktu yang bersamaan. Setelah itu pihak Bank akan mentransfer
sejumlah dana (sesuai dengan akad) ke rekening nasabah untuk
membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah, yang nantinya
nasabah akan membeli barangnya sendiri karena pihak bank sudah
mewakilkan kuasanya kepada nasabah untuk membeli barang.
Dalam pembelian barangnya atas nama nasabah bukan atas nama
bank.

7. Membayar angsuran. Pada saat angsuran pertama nasabah wajib
menyerahkan bukti pembayaran (kwitansi) kepada pihak Bank,
sebagai bukti bahwa nasabah benar-benar membeli barang
tersebut. ™

Jadi dengan mekanisme yang dijalankan oleh Bank BTPN

Syari’ah MMS Cikedung melalui produk pembiayaan syari’ah

kelompok pada pembiayaan pertanian padi menggunakan akad

wakalah ~ wal  murabahah. Dapat dikatakan bahwasanya

10 Nursahadah, Branch Manager BTPN Syari’ah MMS Cikedung, wawancara
pribadi, 20 Februari 2025.
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pelaksanaannya sudah memenuhi rukun dan syarat akad wakalah.
Akan tetapi, belum memenuhi rukun dan syarat akad murabahah,
yaitu pada objek atau barang yang diakadkan. Dikarenakan barang
yang diakadkan tersebut belum ada wujudnya. Karena pada saat akad
murabahah berlangsung barang yang dijadikan objek akad yaitu
barang-barang pertanian itu belum ada barangnya. Meskipun bank
telah mewakilkan kepada nasabah untuk membeli sendiri barangnya,
seharusnya akad murabahah dilakukan setelah nasabah berhasil
membeli barang tersebut, barulah bisa dilakukan akad murabahah.
Menurut Wahbah Al-Zuhaili objek atau barang dalam murabahah,
barang harus dikuasai atau dimiliki secara prinsip oleh penjual (Bank),
karena apabila barang tersebut tidak dikuasai secara prinsip oleh
penjual (Bank), maka dapat dikatakan bahwa hukumnya tidak sah,
karena barang tersebut tidak dalam kuasa penjual (Bank), sehingga
barang tersebut tidak bisa dijual karena barang tersebut harganya tidak
jelas dan hanya bisa diketahui dengan taksiran, sementara taksiran itu
berbeda-beda.™

Dalam Fatwa DSN MUI No. 04 Tahun 2000 tentang murabahah
dalam ketentuan pertama butir 9 yang menjelaskan ‘“‘jika Bank hendak
mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga,
akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara
prinsip, menjadi milik Bank”.*? Serta dijelaskan juga dalam Peraturan
Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum
Ekonomi Syari’ah (KHES) dalam bagian ketujuh tentang jual beli
murabahah di pasal 119 di sebutkan bahwa “Apabila penjual hendak
mewakilkan kepada pembeli untuk membeli barang dari pihak ketiga,
akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara
prinsip sudah menjadi milik penjual”*® Dapat dikatakan bahwasanya
apabila pihak Bank BTPN Syari’ah MMS Cikedung ini ingin
mewakilkan pembelian barangnya kepada nasabah menggunakan
akad wakalah. Hal tersebut diperbolehkan dengan catatan nasabah
(pembeli) sebagai wakil dari bank dalam pembelian barangnya harus
atas nama bank. Agar terhindar dari bai’ al-ma’dum
(memperjualbelikan sesuatu yang belum dimiliki). Lalu setelah

11 'Wahbah Al-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani
DarulFikir, 2011), 359.

2 DSN MUI, “Fatwa Dewan Syari’ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No:
04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah”, Himpunan Fatwa DSN MUI, 2000, 4.

B PERMA, “Peraturan Mahkamah Agung No: 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi
Hukum Ekonomi Syari’ah”, 2008, 40-41.
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nasabah berhasil membeli barang-barang tersebut atas nama bank,
barulah dapat dilakukan akad murabahah karena secara prinsip barang
tersebut sudah menjadi milik Bank BTPN Syari’ah MMS Cikedung.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya yang terjadi di Bank BTPN
Syari’ah MMS Cikedung. Perjanjian atau penandatanganan akad
wakalah dan akad murabahah ini dilakukan dalam waktu yang
bersamaan. Hal tersebut berbeda dengan apa yang ada dalam Fatwa
DSN MUI No. 04 Tahun 2000 tentang murabahah maupun dalam
Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi
Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES). Sebetulnya akad wakalah pada
hal ini bisa dikatakan sah karena sudah memenuhi rukun dan syarat
akad wakalah. Hal tersebut juga sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.
10 Tahun 2000 tentang wakalah.

Akad wakalah wal murabahah dapat di katakan belum sesuai
dengan hukum ekonomi syari’ah, karena belum memenuhi rukun dan
syarat akad murabahah, karena akad murabahah dilakukan secara
bersamaan dengan akad wakalah. Di mana hal tersebut dapat
menimbulkan terjadinya bai’ al-ma 'dum (memperjualbelikan sesuatu
yang belum dimiliki). Karena bank mewakilkan kepada nasabah untuk
membeli barangnya sendiri. Akan tetapi, pembelian tersebut bukan
atas nama bank, melainkan atas nama nasabah. Yang seharusnya
dalam hal ini Bank dan nasabah melakukan akad wakalah terlebih
dahulu dengan cara Bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli
barang yang dibutuhkan oleh nasabah atas nama Bank, lalu setelah
barang tersebut sudah dibelikan oleh nasabah, nasabah membawa
barang tersebut kepada Bank atau hanya cukup menyerahkan bukti
pembeliannya, barulah setelah itu dapat dilakukan akad jual beli
murabahah, karena barang tersebut secara prinsip sudah menjadi
milik Bank. Hal tersebut juga tidak akan menimbulkan bai’al-ma ’dum
(memperjualbelikan sesuatu yang belum dimiliki). Karena ketika jual
beli murabahah barang yang dijadikan objek akan tersebut sudah
sepenuhnya dimiliki oleh Bank.



BABV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah di uraikan di
atas, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi akad wakalah wal murabahah di Bank BTPN
Syariah MMS Cikedung dimulai dari pertemuan awal (Mini
Meeting) untuk memperkenalkan produk pembiayaan kepada
calon nasabah. Jika berminat, nasabah akan mengisi formulir dan
menyerahkan dokumen seperti KTP dan KK (projection Meeting).
Selanjutnya, pihak bank melakukan survei usaha dan wawancara
dengan tetangga calon nasabah untuk menilai kelayakan. Jika
dinyatakan layak, nasabah mengikuti pelatihan dasar keanggotaan
(PDK) selama 5 hari tentang pelatihan pengelolaan keuangan dan
pemahaman pembiayaan. Setelah PDK, penandatanganan akad
serta pencairan dengan cara melakukan akad secara bersamaan,
yaitu wakalah (bank memberi kuasa ke nasabah untuk membeli
barang) dan murabahah (bank menjual barang dengan harga pokok
ditambah keuntungan 30%). Dananya pembiayaannya sendiri
langsung ditransfer ke rekening nasabah. Kemudian nasabah
membeli barang dan membayar angsuran sesuai kesepakatan. Saat
membayar angsuran, nasabah harus menunjukkan bukti pembelian.
Jika barang yang dibeli berbeda dari akad, nasabah mengisi
formulir perubahan barang.

2. Praktik akad wakalah wal murabahah yang dilakukan oleh Bank
BTPN Syari’ah MMS Cikedung dalam produk pembiayaan
syari’ah kelompok pada pembiayaan pertanian padi tidak sesuai
dengan hukum ekonomi syari’ah, karena tidak memenuhi salah
satu rukun dan syarat dalam akad murabahah, yaitu pada objek
yang di akadkan belum sepenuhnya dimiliki secara prinsip oleh
Bank, karena akad wakalah dan akad murabahah dilakukan secara
bersamaan, yang seharusnya dilakukan secara terpisah. Hal
tersebut dapat menimbulkan bai’ al-ma’dum (memperjualbelikan
sesuatu yang belum dimiliki). Praktik akad wakalah wal
murabahah. Sebetulnya akad wakalah pada hal ini bisa dikatakan
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sah karena sudah memenuhi rukun dan syarat akad wakalah. Hal
tersebut juga sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 10 Tahun 2000
tentang wakalah. Akan tetapi dalam Fatwa DSN MUI No. 04
Tahun 2000 tentang murabahah maupun dalam Peraturan
Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum
Ekonomi Syari’ah (KHES) hal tersebut belum sesuai karena kedua
akad tersebut dilakukan secara bersamaan yang seharusnya
dilakukan secara terpisah.

B. Saran

1. Praktik akad wakalah wal murabahah yang diterapkan oleh Bank
BTPN Syari’ah MMS Cikedung, hendaknya kedua akad tersebut
dilakukan secara terpisah, yaitu dengan cara melakukan akad
wakalah terlebih dahulu, yang nantinya Bank akan mewakilkan
kepada nasabah untuk membeli barang atas nama Bank. Kemudian
setelah barang tersebut sudah dibeli, barulah Bank dan nasabah
melakukan akad jual beli murabahah, yaitu jual beli dengan harga
pertama ditambah dengan margin keuntungan.

2. Agar praktik akad wakalah wal murabahah yang diterapkan oleh
Bank BTPN Syari’ah MMS Cikedung sesuai dengan hukum
ekonomi syari’ah, maka harus memenuhi semua rukun dan syarat
yang terdapat dalam wakalah dan murabahah, dengan cara
melakukan akad wakalah terlebih dahulu, setelah barang tersebut
sudah sepenuhnya dimiliki secara prinsip oleh Bank, barulah
melakukan akad murabahah, agar praktik tersebut tidak
menimbulkan bai’ al-ma’dum (memperjualbelikan sesuatu yang
belum dimiliki).
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LAMPIRAN

Lampiran I

DAFTAR PERTANYAAN

A. Pertanyaan untuk Bank BTPN Syari’ah MMS Cikedung

1.
2.

Bagaimana sejarah berdirinya Bank BTPN Syari’ah?
Bagaimana struktur organisasi Bank BTPN Syari’ah MMS
Cikedung?

. Apa saja produk dan jasa yang ada di Bank BTPN Syari’ah MMS

Cikedung?

4. Apa yang di maksud dengan akad wakalah wal murabahah?

Apa saja syarat pengajuan pembiayaan akad wakalah wal

murabahah?

. Apakah ada batas minimal atau maksimal dalam pembiayaan akad

wakalah wal murabahah?

Apakah ada jaminan dalam pembiayaan akad wakalah wal
murabahah?

Berapa jangka waktu pembayaran pembiayaan akad wakalah wal
murabahah?

Berapa margin keuntungan yang di ambil Bank dalam pembiayaan
akad wakalah wal murabahah?

10.Bagaimana cara Bank melakukan pengawasan terhadap nasabah

yang menerima pembiayaan?

11.Bagaimana cara Bank mengenalkan pembiayaan akad wakalah wal

murabahah kepada nasabah?

12.Bagaimana cara Bank menyeleksi nasabah yang mengajukan

pembiayaan akad wakalah wal murabahah?

13.Apakah akad wakalah dan murabahah ini dilakukan secara

bersamaan atau terpisah?
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14.Bagaimana prosedur dan mekanisme dalam pembiayaan akad

wakalah wal murabahah?

. Pertanyaan untuk nasabah

1.

Mengapa memilih menjadi nasabah Bank BTPN Syari’ah MMS
Cikedung?
Sejak kapan menjadi nasabah Bank BTPN Syari’ah MMS
Cikedung?

. Apakah pernah mengajukan pembiayaan akad wakalah wal

murabahah di Bank BTPN Syari’ah MMS Cikedung?

4. Mengapa mengajukan pembiayaan akad wakalah wal murabahah?

Apa saja persyaratan dalam pengajuan akad wakalah wal
murabahah?

Dana tersebut digunakan untuk apa?

. Apakah keuntungan yang di ambil oleh Bank memberatkan atau

tidak? Alasannya?
Bagaimana alur atau mekanisme dari awal sampai akhir pada

pembiayan akad wakalah wal murabahah?



Lampiran 11

DOKUMENTASI PENELITIAN

Surat Izin Riset Di Bank BTPN Syari’ah MMS Cikedung.
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Wawancara bersama Ibu Nursahadah (Branch Manager Bank BTPN
Syari’ah MMS Cikedung).

Wawancara bersama Ibu Masidah (Nasabah Bank BTPN Syari’ah MMS
Cikedung).
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Wawancara bersama Ibu Khotimah (Nasabah Bank BTPN Syari’ah
MMS Cikedung).

Wawancara bersama Ibu Ernawati (Nasabah Bank BTPN Syari’ah MMS
Cikedung).
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Wawancara bersama Ibu Kusnaeni (Nasabah Bank BTPN Syari’ah MMS
Cikedung).
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Wisma Bank BTPN Syari’ah MMS Cikedung.



Buku Angsuran Pembiayaan Wakalah wal Murabahah.
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Pekerjaan Pasangan : Wiraswasta

Nomor Telepon : 0000000000
Agama Islam
Kewarganegaraan WNI

Status v!.tl(!h: : Menikah

so

g saatini 3.3_'! i Tidak

Tuvan Pembukaan Rekening :  Lainnya

Sumbe Dana / Penghasitan : Lainnya

Tanssisi dalam Setahun -

e sl Ao 11 B O e
A0 warA
1a74lAL Pah e ke Loyaran pesan Skt (1o matiaze
i vz
Pp=ay .NW: 0 rem
& .
[iprertavy
& o e v smar Ao
*0

Aplikasi Permohonan Pembiayaan & Pembukaan Rekening.



83

o sant ini memiiki: e |
3 v.a-o-:onzrru_.vo:-a-:-_v..}o!s-:

DI FORMULIR APLIKASI PERMOHONAN Jonis Usaha
- Hmvnﬁ GA ~v~ﬂ PEMBIAYAAN DAN PEMBUKAAN REKENING Wnn_-.. H.hﬂ-:_.ia Tempat 3 M.,”Smh.&.a_u-- gan
| INFORMAS! PERMOHONAN (D! pleti Bank) iier: ; - SRR ] Lama Usaha : 5Tahun 0 Bulan
Tanggal Aplikasi + 110172024 Pendapatan Penjualan Usaha : Ap 13.600.000,00
APPID T WO06310465815 Pengeluaran Usaha :  Rp 9.300.000,00
Nomor Nasabah / CIF 1 WO063104658 Pendapatan Bersih Usaha : FRp4.300.000,00
Kode / Nama Group : Grpt Jenis :mu:m Lain: 3- g = ~
Kode / Nama Sentra : Pangauban§ [ PENGATUAN P! c
Kode / Nama MMS : MMS CIKEDUNG Tujuan V.:GFE: i Usaha
Produk Tepat Pembiayaan :  PMD Siklus 4 - 18 bin Jenis Bidang Usaha 3 v!uno-.:?: Hasil Pertanian & Perkebunan
| DATANASAEAH S il S L5554 R VR 1 Sub Bidang Usaha : Komoditi Makanan dari Hasil Pertanian
Nama sesuai KTP : Kusnaeni D Jenis Bar iayai i
Nama Panggilan/Alias. :  kusnaeni NG EE TR STSEn0ET BRI FERRHD) NOH [ Na
Jenis ketamin :  Perempuan | puradan Ap 1.500 000,00
Pekerjaan : Wiraswasta [ 2 |urea x” .wsn.m|
Nama Usaha :  jual padi ibu kusnaeni | 3 | sepontan p 750 000,00 |
Alamat Usaha :  blok tengah -u!o_ u” Mﬂo. “,n
Jabatan : Pemilk Usaha “Total xsau w._ Av_-s: yang dajukan)
Alamat Tempat Tinggal sesual :  blok tengah .; ‘s
RT/RW @ 017/009 Kode Pos T 45261 : Rp 6.000.000,00
Kelurahan/Desa : Desa Pangauban Hiacga kb “v M‘MMM%“
Ki tay Lelea : Rp .000,
xn“ﬂ--_...._\xo_-:s&- : Kab. Indramayu Jangka Waktu : 78 minggu dimulai dari  17/01/2024
Propinsi :  Jawa Barat Jumiah Angsuran 3 o7 -E._ s/d: 16/07/2025
ﬁu:“hn»asa. Tinggal xwﬂ-:a L o-i.ﬂw.-:nog‘.u.: Angsuran W.oi B;s!%%.oiou
sama dengan Besa ngsu §
No. rekening tabungan 3 ioou. S096WAD4615109
Status Kepemilikan Tempat :  Milik Sendir/Pasangan R II-. DTk Oe&ba.o‘ . H
No KTP/Resi 1 3212054507790002 High Risk Business & .-.-a-x
Masa berlaku KTP :  KTP Seumur Hidup KUAS 3 i <
Tempat Lahir : Indramayu
Tanggal Lahir 1 05/07/1979
Nama Gadis Ibu Kandung : sukeni uatas,
Nama Pasangan : SUKENDI
Tempat Lahir Pasangan : Kab. Indramayu
“Tanggal Lahir Pasangan : 21111976 N
Pekerjaan Pasangan : Wiraswasta Kasrgoutese’ O p/Saris Wrknd durgan pumbsmyaan 7. Parmatan: Bububikan tands (X) pada pihan & bewsh Fi:
Nomor Telepon ¢ 0000000000 SeA v an s Sarrve
Agama : Islam .
Kewarganegaraan 2 wWN iy trvey -
Status Perkawinan o M O ‘et b 1lopon sekdar, Layanan Pt MAGAAL (OR Matsage
Pendidikan terakhir : SD arcaSMS)
Zviv No - — K O
IASTSIMEANAY SERIESE - = —
>e._§ saat ini memilki : Ya bdeckine O s e i bothan.
Tuijuan Pembukaan Rekening : Tabungan/investasi e
Sumber Dana / Penghasilan : Usaha
Transaksi dalam Setahun ¢ 500 dbus/d 1 juta Ak = 6 —
- PEREFERENS T AT

Tomt Torrn i Targn
Kot Goup - Ketum Serts
Tangow - 2 : '\ B A

w1 Lo
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T p—
| DATAUSAHA (Dix untuk Nasabah yang seat intme BB
= ﬂ mv Dﬂ FORMULIR APLIKASI PERMOHONAN Jonis Usaha Perdagangan Lainnya
PEMBIAYAAN DAN PEMBUKAAN REKENING Shaioe ) psiion Tempit L RO Bricp g
s Lokasi Usaha : Rumah
> Dioh: BankySNVANING 4 5L <. i RN SV N ) Lama Usaha : §Tahun 0 Bulan
d»:oo-_ E,En T 17/0172024 Pendapatan Penjualan Usaha : Ap 18.000.000,00
APPID : W06310615013 Pengeluaran Usaha : Ap 11.500.000,00
Nomor Nasabah / CIF © WO63108150 Pendapatan Bersih Usaha H nv 6.500.000,00
Kode / Nama Group : GROUP1 Jenis Usaha r.s.:- 2
Kode / Nama Sentra : Cempeh Rt 004 | PENGAUAN PEMBIAYAAN MURABAHAH R
Kode / Nama MMS : MMS CIKEDUNG Tujuan v-aa.!-!. : Usaha
Produk Tepat Pembiayaan : PMD Siklus 3 - 12 bin Jenis Bidang Usaha : Perdagangan Lainnya
| DATANASABAH = - AR 5 R R R RO - | Sub Bidang Usaha : Komoditi Lainnya (Bukan Makanan, Minuman)
Zn:& sesuai x.-v :  ERNAWATI Jenis Barang Yang Dibiayai
Nama Panggilan/Alias : ema I
Jenis kelamin :  Perempuan s dan poska Rp 2 000 000.00
Pekerjaan : Wiraswasta urea Ap 2 000 000.00
Nama Usaha :  jual beras dan padi ibu emawati ‘abasel dan sepontan R 1.000 00000
Alamat Usaha cempeh | 4 [padi Fp $ 000 000.00
Jabatan : Pemiik Usaha otal Harga Bei (Plalon yang diajuxan) 2 xv _a 000.000.00
Alamat Tempat Tinggal sesual : cempeh | DUSLOLEH-BANK e e e L S ]
RT/RW : 003/001 Kode Pos : 45261 Harga Beli :  RAp 10.000. coo oo
Kelurahan/Desa : DesaCempeh Margin 1 Ap 3.000.000,00
Kecamatan : Lelea Harga Jual : Rp 13.000.000,00
Kabupaten/Kotamadya :  Kab. Indramayu Jangka Waktu 1 82 minggu dimulai dan
Propinsi : Jawa Barat Jumiah Angsuran D25 kali sid:
Alamat Tempat Tinggal Saat inl 6 - Cara Pembayaran Angsuran :  Dua Mingguan
(osi jia Bdak sama dengan KTP) Besamya angsuran i Rp 520.000,00
No. rekening tabungan © WO6315096WAD6066109
Status Kepemilikan Tempat : Milik Sendir/Pasangan High Risk Customer © Tidak
No KTP/Resi :  3672064504910002 S ek
Masa beraku KTP : KTP Seumur Hidup = ive = 5~
Tempat Lahir : Indramayu - .
“Tanggal Lahir : 05/04/1991 e o o re e
{ama Gadis Ibu Kandung : daryuni . -
lama Pasangan : WAWAN SONJAYA e
‘emmpat Lahir Pasangan : Indramayu
anggal Lahir Pasangan :  05/03/1981 e v ot
ekerjaan Pasangan : Wiraswasta Kot G arirs At Sepwn e 7. Pematan Butnrkan tanda (X) pada pihan d bawah it
ormor Telepon 0000000000 .
o iakain ; |
»warganegaraan WNI ey vty .wu O Tes
atus Perkawinan Menikah D WA s
~dlidikan terakhir so P
e A B — s ST L o
kg tlln — e .
...-: saal ini memiliki i Ya Aot Pt
san Pembukaan Rekening : Tabungan/investasi » e e e e ki
nber Dana / Penghasilan : Usaha
nsaksi dalam Setahun i 500 ribu &/d 1 juta
- - -
= Tarcia Tagan
= >, Kanin Sarien
ouyh AMEH ke
W14 W \-2-24
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DATAUSAHAL I .‘,.f_r,,lx'l Nl ek BRI SRS A Zes 2
Janis Usaha : Penanian Padi
) g .—u_ v—.u FORMULIR APLIKASI PERMOHONAN Status Kepemiikan Tampat S i Sar PR
V\ _ PEMBIAYAAN DAN PEMBUKAAN REKENING e i madee
[ 1RO EAMOHQNAN (¥t oieh Bank) i = - = 3 1 Lama Usaha : 4Tahun 0 Bulan
4»:3-_ )o__t-u. i 15/03/2024 Pendapatan Penjualan Usaha :  Rp 5.000.000,00
APPID 1 WO06310656214 Pengeluaran Usaha : Rp2.100.000.00
Nomot Nasabah / CIF 1 W0B3106562 Pendapatan Bersih Usaha S nu 2.900.000,00
Kode / Nama Group : GRUPS Jonis Usaha Lainnya :
Kode / Nama Sentra :  BLOK WALIDIN | PENGRIU MBIAYAA At s e BRI v o)
Kode / Nama MMS : MMS CIKEDUNG Tujuan Pembiayaan Ty
v.&i Tepat Pembiayaan : PMD Siklus 2 - 12bin Jenis Bidang Usaha : Pertanian Padi
A NASABAS DAY <P WOt SORTE S 4 b e e 12 Sub Bidang Usaha : Padi
z-:.n sesuai KTP 1 KHOTIMAH _Jenis Barang Yang Dibiayai
Nama Panggilan/Alias :  khotimah <, e 3
Jenis kelamin i Perempuan [ 1 [urea Rp 3 000 000.00
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Usaha : padl
Alamat Usaha : amis
10
Jabatan : Pemilik Usaha Total Harga Bol (Plafon yang diajukan) : Ap 3.000.000,00
Alamat Tempat Tinggal sesuai : desaamis | DUSEOLEH BANK Gosc st G ) IR - 5 o e b e
RTRW . 001/006 Kode Pos : 45262 Harga Bei : RAp3.000.000,00
Kelurahan/Desa : Desa Amis Margin : Rp 900.000,00
Kecamatan : Cikedung Harga Jual : Rp3.900.000,00
Kabupaten/Kotamadya : Kab, Indramayy Jangka Waktu : 52 minggy dimulaidan  02/04/2024
Propinsi © Jawa Barat Jumiah Angsuran i 25 kali sid:
Alamat Tempat Tinggal Saat ini £ Cara Pembayaran Angsuran : DuaMingguan
(i P ciak saoma dengan KTP) Besarnya angsuran : Ap156.000,00
No. rekening tabungan © WOB315096WAQ6434109
Status Kepemilikan Tempat :  Milik Sendiri/Pasangan High Risk Customer
No KTP/Resi : 3212045306670004 xa; Risk Business
Masa berlaku KTP © KTP Seumur Hidup | RERNYATAAN DAN KUASA &0
Tempat Lahir : Kab. Indramayu 1 g
Tanggal Lahir © 12/06/1967 barseLoomsa PTG $7E%
Nama Gadis Ibu Kandung : cawisem I wssimarsenlmdavavey
Nama Pasangan : riswan
Tempat Lahir Pasangan : Indramayu
Tanggal Lahir Pasangan : 07/07/1960 3
Pekerjaan Pasangan : Wiraswasta i DU SIS AwS S Sy
Nomor Telepon : 0000000000 B
Agama i lIslam Pyl sy
Kewarganegaraan LOWN ada doas Aclhar v B 0OTem
Status Perkawinan i Menikah o A WAL L
Pendidikan terakhir : SD
e A e auin v L G Bt Sk e, B OTom
ik RCPRBEN S . & et
;e s Py s
7 2 . L S e i e A,
Tujuan Pembukaan Rekening : Transaksi Usaha ' 0
Sumber Dana / Penghasitan : Usaha Prgeloriapaostotmeietiot Sy
Transaksi dalam Setahun : 500 rbu s/d 1 juta _ _
" Toa Taw e
Xeaa Gnp
i =
ﬂ h1d \!‘b‘
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Ekslusive www.badilag.net
TENTANG AKAD

(1) Kerusakan barang dalam jual-beli dengan hak penebusan
adalah tanggung jawab pihak yang menguasainya.

(2) Penjual dalam jual-beli dengan hak penebusan berhak untuk
membeli kembali atau tidak terhadap barang yang telah rusak.

Pasal 115

Hak membeli kembali dalam bai’ wafa dapat diwariskan.

Bagian Ketujuh
Jual-beli Murabahah
Pasal 116

(1) Penjual harus membiayai sebagian atau seluruh harga
pembelian barang yang telah disepakati spesipikasinya.

(2) Penjual harus membeli barang yang diperlukan pembeli atas
nama penjual sendiri, dan pembelian ini harus bebas riba.

(3) Penjual harus memberi tahu secara jujur tentang harga pokok
barang kepada pembeli berikut biaya yang diperlukan.

Pasal 117

Pembeli harus membayar harga barang yang telah disepakati dalam
murabahah pada waktu yang telah disepakati.

Pasal 118

Pihak penjual dalam murabahah dapat mengadakan perjanjian
khusus  dengan  pembeli untuk mencegah terjadinya
penyalahgunaan akad.

Pasal 119

Ekslusive www.badilag.net | kompilasi hukum ekonomi syari’ah
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Ekslusive www.badilag.net
TENTANG AKAD

Jika penjual hendak mewakilkan kepada pembeli untuk membeli
barang dari pihak ketiga, akad jual-beli murabahah harus dilakukan
setelah barang secara prinsip sudah menjadi milik penjual.

Pasal 120

Jika penjual menerima permintaan pembeli akan suatu barang atau
aset, penjual harus membeli terlebih dulu aset yang dipesan
tersebut dan pembeli harus menyempurnakan jual-beli yang sah
dengan penjual.

Pasal 121

Penjual boleh meminta pembeli untuk membayar uang muka saat
menandatangani kesepakatan awal pemesanan dalam jual-beli
murabahah.

Pasal 122

Jika pembeli kemudian menolak untuk membeli barang tersebut,
biaya riil penjual harus dibayar dari uang muka tersebut.

Pasal 123

Jika nilai uang muka dari pembeli kurang dari kerugian yang harus
ditanggung oleh penjual, penjual dapat menuntut pembeli untuk
mengganti sisa kerugiannya.

Pasal 124

(1) Sistem pembayaran dalam akad murabahah dapat dilakukan
secara tunai atau cicilan dalam kurun waktu yang disepakati.

(2) Dalam hal pembeli mengalami penurunan kemampuan dalam
pembayaran cicilan, maka ia dapat diberi keringanan.

(3) Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas dapat
diwujudkan dalam bentuk konversi dengan membuat akad
baru dalam penyelesaian kewajiban.

Ekslusive www.badilag.net | kompilasi hukum ekonomi syari'ah
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DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

| Sharia Board - Indoncsian Council of Ulama
Sekretariat : Masjid Istiglal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710
Telp.(021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO: 04/DSN-MUVIV/2000

Tentang
MURABAHAH

R

Dewan Syari‘ah Nasional setelah
Menimbang . a. bahwa masyarakat banyak lukan bantuan penyaluran dana
dari bank berdasarkan pada prinsip jual beli;

b. bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melang-
sungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan,
bank syari‘ah perlu memiliki fasilitas murabahah bagi yang
memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan
harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan
harga yang lebih sebagai laba;

. bahwa oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa
tentang Murabahah untuk dijadikan pedoman oleh bank syari’ah.

. Firman Allah QS. al-Nisa’ [4]: 29:
“o. S e 2 .‘...."..'.“;',.p....‘ f
iy ol g bl 1 it gty 8T 2 g
K
“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan
(mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali

dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di
antaramu....”.

. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 275:
e O T b Ao
by‘ \A‘,») @‘J‘ & J»‘)
"...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan
riba...."

3. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:
i G gl
“Hai orang yang beriman! I’emlhiln)l a/m(i-alzad itu...."” ‘
4. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 280:

o o o,h.n 5’,:.‘;’,3 o 31",

o

Mengingat

=]



04 Murabahah 2

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah
tangguh sampai ia berkelapangan...”

. Hadis Nabi SAW.:

o

AR TR S ¥ (T RO )
P dI‘JLadI\J):—) of e & ‘;b,&sj.bd'.x,-.-\f{y
e gy e ) (15 B 1 G106 L o

(Ol ol vy
Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda,
"Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka."

(HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu
Hibban).

. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:
ol s 6 108 1 Ty o Lo
e oy @l ¥ 2 i, T Bl ey o

o
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“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual
beli tidak secara tmnai, muqaradhah (mudharabah), dan
mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah
tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

7. Hadis Nabi niwayat Tirmidzi:

gor: o Bl Tl wbv: ot T 0 dl w8160
U BV 1 Gl ) Gl 2 36 pl
e B AR R NN I AT
U W 2 B Y bt o 0y

(D e G oY)
“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali
perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan
yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat

mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau
menghalalkan yang haram” (HR. Tirmizi dari *Amr bin ‘Auf).
8. Hadis Nabi riwayat jama’ah:
s .1- s
el [
“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang
mampu adalah suatu kezaliman..."

9. Hadis Nabi riwayat Nasa'i, Abu Dawud, Ibu Majah, dan Ahmad:
SR Beia R W AR
G g i
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04 Murabahah 3

“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang
mampu  menghalalkan harga diri dan pemberian  sanksi
kepadanya.”

10. Hadis Nabi riwayat ‘Abd al-Raziq dari Zaid bin Aslam:
PLOH R ey S AP i, S P, AN S PR
U g o kg ey o A o M. U0
“Rasulullah SAW. ditanya tentang ‘urban (uang muka) dalam
Jual beli, maka beliau menghalalkannya. ™

11. jma' Mayoritas ulama tentang kebolchan jual beli dengan cara
Murabahah (Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid, juz 2, hal, 161;
lihat pula al-Kasani, Bada'i as-Sana'i, juz 5 Hal. 220-222).

12. Kaidah figh:
Gl o 13 08 o Sy oyl ol g i

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan
kecuali ada dalil yang mengharamkannya. "

Memperhatikan  :© Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari
Sabtu, tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H./1 April 2000.
MEMUTUSKAN
Menetapkan . FATWA TENTANG MURABAHAH
Pertama . Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syari*ah:
1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas

riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah
Islam.

3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang
yang telah disepakati kualifikasinya.

4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank
sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.

5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan
pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang,

6. Bank kemudian menjual barang terscbut kepada nasabah
(pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus
keuntungannya. Dalam Kaitan ini Bank harus memberitahu
secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya
yang diperlukan.

7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut
pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad
tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus
dengan nasabah.
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%

Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli
barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus
dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Kedua ¢ Ketentuan Murabahah kepada Nasabah:

L

Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu
barang atau aset kepada bank.

. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli

terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan
pedagang.

. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan

nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang
telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut
mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak
Jual beli.

. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk

membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal
pemesanan.

. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya

riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.

. Jika nilai uvang muka kurang dari kerugian yang harus

ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa
kerugiannya kepada nasabah.

. Jika uang muka memakai kontrak ‘wrbun sebagai altematif dari

uang muka, maka

a. jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia
tinggal membayar sisa harga.

b. jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank
maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank
akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak
mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga :Jaminan dalam Murabahah:

L.

2

Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius
dengan pesanannya.

Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang
dapat dipegang.

Keempat : Utang dalam Murabahah:

L

Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi
murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang
dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika
nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan
atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan
utangnya kepada bank.

. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran

berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
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04 Murabahah 5

3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah
tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. la
tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta
kerugian itu diperhitungkan.

Kelima ¢ Penundaan Pembayaran dalam Murabahah:

1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda
penyelesaian utangnya.

2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau
jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka
penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah
setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keenam . Bangkrut dalam Murabahah:

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan

utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi

sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

Ditetapkan di  : Jakarta

Tanggal : 26 Dzulhijjah 1420 H.
I Aprl  2000M
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

-
\ 7
& .,\{j;él s. H.A. Nazri Adlani
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DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indoncsian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710
Ielp.(021) 3450932 ax. (021) 3240889

FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO: 10/DSN-MULIV/2000

Tentang
WAKALAH

,‘, )\ l,h .m

Dewan Syari’ah Nasional setelah

Menimbang

Mengingat

: a. bahwa dalam rangka mencapai suatu tujuan sering diperlukan

pihak lain untuk mewakilinya melalui akad wakalah, yaitu
pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam
hal-hal yang boleh diwakilkan;

. bahwa praktek wakalah pada LKS dilakukan sebagai salah satu

bentuk pelayanan jasa perbankan kepada nasabah;

. bahwa agar praktek wakalah tersebut dilakukan sesuai dengan

ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang
kalah untuk dijadikan ped oleh LKS.

. Firman Allah QS. al-Kahfi [18]: 19:

:‘»a-

e N u, 06 4 (L LED G s,
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..,v,,.g,h,uw, cf el ad 1)
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"Dan demikianlah Kami bangkitkan mereka agar saling
bertanya di antara mereka sendiri. Berkata salah seorang di
antara mereka: ‘Sudah berapa lamakah kamu berada (di sini)?’
Mereka menjawab: ‘Kita sudah berada (di sini) satu atau
setengah hari." Berkata (vang lain lagi): ‘Tuhan kamu lebih
mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka suruhlah
salah seorang kamu pergi ke kota dengan membawa uang
perakmu ini, dan hendaklah ia hhal kah mak: yang
lebih baik, maka hendaklah ia ki itu untuk
dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-
kali menceritakan halmu kepada seseorang pun."”

. Firman Allah dalam QS. Yusuf [12]: 55 tentang ucapan Yusuf

kepada raja:
e i AN i e e
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10 Wakalah 2

"Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir). Sesungguhnya
aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengalaman.”

. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283:

B g5y sl Dy b 3 e Wk Ll O

)

“...Maka, jika sebagian kamu yang lain,

hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan
hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...".

. Firman Allah QS. al-Ma’idah [5]: 2:
oy U e (N w3 A e 1
“Dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan

P ST
cayai 14

v

tagwa, dan janganlah tolong long dalam (mengerjakan)
dosa dan pelanggaran.”
. Hadis-hadis Nabi, antara lain:

s

57 W T SR i s i A A e 8
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“Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abu Rafi’ dan seorang
Anshar untuk mengawinkan (qabul perkawinan Nabi dengan)
Maimunah r.a.” (HR. Malik dalam al-Muwaththa®).

o 2 B0 g 1L o b 20 A3 Y
OIS @35 sl Ty b gl Lo 0 002 06 K
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“Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW untuk menagih
hutang kepada beliau dengan cara kasar, sehingga para sahabat
berniat untuk “menanganinya”. Beliau bersabda, ‘Biarkan ia,
sebab pemilik hak berhak untuk berbicara;’ lalu sabdanya,
‘Berikanlah (bayarkanlah) kepada orang ini unta umur setahun
seperti untanya (yang dihutang itu)'. Mereka menjawab, ‘Kami
tidak mendapatkannya kecuali yang lebih tua.’ Rasulullah
kemudian bersabda: ‘Berikanlah kepada-nya. Sesungguhnya
orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang
paling baik di dalam membayar.” (HR. Bukhari dari Abu
Hurairah).
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10 Wakalah 3

Memperhatikan

Menetapkan

Pertama

Kedua

6. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari *Amr bin *Auf:

vor Pokefll s e p i Crie G 8% esmys 3 2
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“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali
perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan
yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat

mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau
menghalalkan yang haram.”

. Umat Islam ijma’ tas kebolehkan wakalah, bahkan

memandangnya sebagai sunnah, karena hal itu termasuk jenis
ta'awun (tolong-menolong) atas dasar kebaikan dan taqwa, yang
oleh al-Qur'an dan hadis.

. Kaidah figh:

Lad 25 o 5 35 of ) a0y 0 3
“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan
kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari‘ah Nasional pada hari
Kamis, tanggal 8 Muharram 1421 H./13 April 2000.

MEMUTUSKAN

: FATWA TENTANG WAKALAH

: Ketentuan tentang Wakalah:
L

Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak
untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan
kontrak (akad).

Wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh
dibatalkan secara sepihak.

: Rukun dan Syarat Wakalah:
L

Syarat-syarat muwakkil (yang mewakilkan)

a. Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang
diwakilkan.

b. Orang mukallaf atau anak mumayyiz dalam batas-batas
tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya
seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima
sedekah dan sebagainya.

2. Syarat-syarat wakil (yang mewakili)

a.  Cakap hukum,
b. Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya,
¢. Wakil adalah orang yang diberi amanat.
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3. Hal-hal yang diwakilkan
a. Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili,
b. Tidak bertentangan dengan syari’ah Islam,
c. Dapat diwakilkan menurut syari‘ah Islam.

Ketiga : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika
terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya
dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari‘ah setelah tidak tercapai
kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di  : Jakarta

Tanggal : 08 Muharram 1421 H.
13 April 2000 M

DEWAN SYARI’AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua, ﬂ/\Q
4 >

Prof. KH. Ali Yafie
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Faqihatul Janan
Tempat, Tanggal Lahir : Indramayu, 20 Desember 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Status : Belum Kawin
Alamat : J1. Tijalak, Blok 05 Rt/Rw : 05/05, Ds.
Amis, Kec. Cikedung, Kab. Indramayu,
Jawa Barat.
B. Data Pendidikan
1. Pendidikan Formal
a. 2008 -2014 : SDN Amis 3
b. 2014 - 2017 : MTS Wathoniyah
c. 2017 -2020 : SMAN 1 Ciwaringin
d. 2021 — Sekarang : UIN Walisongo

2. Pendidikan Non Formal
a. DTA Dar Al-Falah
b. Pon Pes Khas Kempek
c. Pon Pes Tahfidhul Qur’an Al-Arafat
C. Pengalaman Organisasi
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1. Magang di Pengadilan Agama Kendal
2. Magang di Pengadilan Agama Pati
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